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RINGKASAN 

Komunitas internasional telah mengembangkan beberapa jenis rezim hukum 

untuk mengatur sumber daya alam. Salah satunya adalah mengakui laut dan ruang 

angkasa sebagai “Common Heritage of Mankind (CHM)” atau warisan bersama 

umat manusia, konsep di mana semua entity dapat mengelola sumber daya alam 

yang ada di dunia dan harus berbagi manfaat dari eksploitasi yang dilakukannya 

kepada entity yang tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tingginya 

keterampilan dan biaya yang dibutuhkan untuk terlibat dalam eksplorasi dan 

eksploitasi SDA ruang angkasa dan dasar laut menyebabkan kegiatan tersebut 

hanya dapat dilakukan terbatas pada beberapa negara tertentu. Antusiasme 

mengenai 'kekayaan tak terukur' yang dapat dihasilkan oleh penambangan luar 

angkasa dan dasar laut internasional, serta potensi pengembangan ekonomi, 

membuat Hukum Internasional harus memastikan semua Negara, terutama Negara 

berkembang mendapat manfaat dari kegiatan yang dilakukan sehingga kawasan dan 

sumber daya mineralnya dideklarasikan sebagai warisan bersama umat manusia.  

Penelitian ini akan mengeksplorasi konsep pengelolaan eksplorasi dan 

eksploitasi sumber daya alam milik bersama yang dilakukan oleh perusahaan 

internasional di rezim Warisan bersama Umat  Manusia. Penelitian ini menyentuh 

aspek yang berbeda dari penelitian sebelumnya, mengenai kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi itu sendiri, dengan berusaha menganalisis perlunya pembentukan 

manajemen perusahaan dan otoritas internasional untuk mengelola kegiatan 

eksploitasi sumber daya warisan bersama. Maka tujuan penelitian ini adalah 

pertama, untuk menemukan dan merumuskan urgensi pembentukan perusahaan 

pengelola; dan menemukan dan merumuskan konsep yang baik untuk mengelola 

hasil aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh organisasi internasional pada 

rezim Warisan bersama Umat Manusia.   

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dengan melalui pendekatan konseptual (conseptual approach), 

pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan sejarah 

(historical approach). Pencarian data berupa bahan hukum primer dan sekunder 

serta tersier, data-data yang dikumpulkan bersumberkan pada bahan pustaka, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. 

Rencana dalam penelitian ini adalah untuk menemukan dan merumuskan 

secara deskripsi serta mengkaji yaitu : urgensi pembentukan perusahaan pengelola 

hasil sumber daya warisan bersama; dan menemukan dan merumuskan konsep yang 

baik untuk mengelola hasil aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh organisasi 

internasional pada rezim Warisan bersama Umat Manusia. Pada pembahasan ini 

konsep menentukan kriteria yang menjadi alat untuk menemukan unsur-unsur yang 

dipakai untuk menentukan unsur-unsur urgensi dibuatnya perusahaan internasional 

oleh organisasi internasional. Perusahaan internasional sebagai pelaku usaha harus 

memiliki gagasan untuk mengelola ruang bersama yang dilakukan eksplorasi dan 

eksploitasi olehnya. Gagasan tersebut dalam Statuta Internasional dapat menjadi 

dasar untuk menambahkan suatu norma baru dalam hukum internasional. 

 

Kata Kunci: Warisan Bersama Umat Manusia, Dasar Laut Internasional, 

Ruang Angkasa, Perusahaan Internasiona
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunitas internasional telah mengembangkan beberapa jenis rezim hukum 

untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam, salah satu rezim tersebut ialah 

Common Heritage of Mankind (CHM) atau Warisan Bersama Umat Manusia 

(Warisan Bersama).1 Warisan bersama adalah rezim hukum internasional yang 

mewakili gagasan bahwa elemen global tertentu yang dianggap bermanfaat bagi 

umat manusia secara keseluruhan tidak boleh dieksploitasi secara sepihak oleh 

negara atau warga negaranya, atau perusahaan, atau oleh entitas lain, melainkan 

harus dieksploitasi di bawah pengaturan atau rezim internasional.2 Sumber daya 

alam tertentu yang dipandang dalam hukum internasional sebagai warisan bersama 

saat ini adalah sumber daya dasar laut internasional (international seabed), dan 

sumber daya luar angkasa, bulan, dan benda langit lainnya (outer space, including 

the moon and other celestial bodies). 

Gagasan bahwa satu atau lebih ruang global harus dianggap sebagai “Warisan 

Bersama Umat Manusia” bukanlah hal baru. Pada tahun 1967, ketika Duta Besar 

Malta untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Arvid Pardo, mengajukan 

proposalnya kepada Komite Pertama Majelis Umum PBB yang menyerukan agar 

dasar laut dalam di luar yurisdiksi nasional dan sumber daya yang terkandung di 

dalamnya dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia, Rancangan 

Konstitusi Dunia Tahun 1948 (Draft of a World Constitution 1948) telah 

menetapkan bahwa Bumi dan sumber dayanya harus menjadi milik bersama umat 

manusia, dan dikelola untuk kebaikan bersama.3 Jejak Warisan Bersama juga 

                                                             
1 John E. Noyes, “The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future,” Denver Journal 

of International Law & Policy 40, no. 1 (2011): 447–48. 
2 Klaus Bosselmann et al., “The Law and Politics of Sustainability,” Berkshire Publishing Group 3 

(2010): 64–69. 
3 Ian Brownlie, “Legal Status of Natural Resources in International Law (Some Aspects),” Collected 

Courses of the Hague Academy of International Law. 162 (1979): 94, https://doi.org/10.1163/1875-

8096_pplrdc_A9789028605305_02>. 
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ditemukan di Perjanjian Luar Angkasa 1967 (The Outer Space Treaty 1967) yang 

mengatur eksplorasi negara dan penggunaan luar angkasa, bulan, dan benda langit 

lainnya. Meskipun demikian, prinsip Warisan Bersama baru mendapatkan banyak 

perhatian ketika Konferensi Perdamaian Dunia melalui Hukum 1967 (World Peace 

through Law Conference 1967) menyebut laut lepas sebagai “warisan bersama 

umat manusia” dan menyatakan bahwa dasar laut harus tunduk pada yurisdiksi dan 

kontrol PBB. 

Di bawah hukum internasional, negara-negara mengendalikan perairan dalam 

jarak dua ratus mil dari pantai mereka. Di luar itu, lautan dan segala isinya dianggap 

sebagai warisan bersama umat manusia. Wilayah ini, yang mencakup hampir 

seratus juta mil persegi dasar laut, disebut oleh International Seabed Authority 

(ISA)4 sebagai Kawasan (The Area). Sumber daya yang tersebar di seluruh kawasan 

adalah kekayaan besar yang secara resmi dikenal sebagai mineral-mineral, yakni 

nodul polimetalik, terdiri dari lapisan bijih yang telah terbentuk di sekitar puing-

puing laut. Diperkirakan bahwa, secara kolektif, nodul di dasar lautan mengandung 

enam kali lebih banyak kobalt, tiga kali lebih banyak nikel, dan empat kali lebih 

banyak logam tanah daripada di darat. Mereka mengandung telurium enam ribu kali 

lebih banyak, logam yang bahkan lebih langka daripada tanah di daratan.5 Ruang 

angkasa, bulan, dan asteroid juga mengandung keragaman mineral, gas, dan air 

yang kaya yang dapat digunakan untuk menyediakan bahan mentah, energi, bahkan 

sumber pangan untuk menopang kehidupan manusia dan memungkinkan eksplorasi 

lebih jauh ke luar angkasa.6 

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (natural resouces) telah 

mencapai ruang angkasa dan dasar laut internasional. Penemuan potensi sumber 

daya mineral di ruang angkasa pertama ditandai dengan peluncuran satelit Sputnik 

                                                             
4 Badan antar-pemerintahan yang berbasis di Kingston, Jamaika, yang didirikan untuk 

mengorganisir, meregulasi dan mengendalikan seluruh kegiatan terkait mineral di wilayah dasar alut 

internasional di luar batas yurisdiksi nasional sebuah wilayah yang berada di sebagian besar samudra 

dunia. Organisasi tersebut didirikan lewat Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
5 Elizabeth Kolbert, “The Deep Sea Is Filled with Treasure, but It Comes at a Price,” Newyorker 

Magazine, 2021. 
6 “Resources in Space: A Universe of Potential,” Space Agency Public, 2020. 
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I, milik Uni Sovyet (Rusia), tahun 1957. Sejak itu, ruang angkasa yang dulunya 

kosong, mulai diisi dengan berbagai benda-benda angkasa (space objects), yang 

semakin hari semakin banyak memenuhi ruang angkasa dengan fungsi, tujuan yang 

beraneka ragam serta "life time" yang bervariasi oleh negara-negara berteknologi 

tinggi, terutama Amerika Serikat dan Rusia.  Bersamaan dengan mulainya kegiatan 

pemanfaatan ruang angkasa, muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang 

mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut. Bermula dari 

resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian melahirkan 

"Outer Space Treaty 1967" (OST) dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-

perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional.7 

Sementara kawasan kegiatan pemanfaatan dasar laut internasional pertama kali 

ditemukan dalam Ekspedisi Challenger pada tahun 1873, di mana sejumlah besar 

bijih logam ditemukan di perairan Pasifik utara. Wilayah dasar laut internasional 

terletak di wilayah laut lepas yang tidak ada kedaulatan negara atasnya. Sulitnya 

akses menuju kawasan ini menimbulkan biaya yang cukup besar untuk upaya 

eksploitasi, sehingga eksploitasi kawasan ini tidak hanya mengandalkan negara 

tetapi juga perusahaan tambang skala besar. Sejak penemuan itu, dalam kurun 

waktu 1970-1980, beberapa perusahaan pertambangan mulai melirik potensi 

ekonomi pertambangan dasar laut. Rezim dasar laut internasional dalam kerangka 

hukum maritim internasional dikenal setelah UNCLOS 1982 mulai berlaku, 

tepatnya pada 16 November 1994,8 ketika PBB mulai membahas Amandemen 

Hukum Jenewa Konvensi Laut tahun 1958. Kerangka peraturan terkait dasar laut 

internasional dimasukkan dalam Bab XI UNCLOS 1982.  

Tingginya keterampilan dan biaya yang dibutuhkan untuk terlibat dalam 

eksplorasi dan eksploitasi SDA ruang angkasa dan dasar laut menyebabkan 

kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan terbatas pada beberapa negara tertentu. 

Beberapa perusahaan pertambangan besar yang saat itu berdomisili di negara maju 

mulai melakukan investasi besar-besaran untuk memanfaatkan manfaat dari sumber 

                                                             
7 Jeremy L. Zell, “Putting A Mine on The Moon: Creating an International Authority to Regulate 

Mining Rights in Outer Space,” Minn. J. Int’l L. 15 (2006): 489-494. 
8 I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia (Bandung: Penerbit 

Yrama Widya, 2014). 
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daya yang ada di wilayah tersebut. Antusiasme mengenai 'kekayaan tak terukur' 

yang dapat dihasilkan oleh penambangan luar angkasa dan dasar laut internasional, 

serta potensi pengembangan ekonomi, membuat Hukum Internasional harus 

memastikan semua Negara, terutama Negara berkembang mendapat manfaat dari 

kegiatan yang dilakukan sehingga kawasan dan sumber daya mineralnya 

dideklarasikan sebagai warisan bersama umat manusia. Fakta bahwa eksplorasi dan 

eksploitasi hanya dilakukan oleh beberapa negara tertentu dan kekhawatiran bahwa 

eksploitasi sumber daya yang tersedia di ruang angkasa akan didominasi oleh 

kelompok negara-negara maju terpilih, menyebabkan pembentukan perjanjian yang 

menyatakan bahwa tidak ada negara yang boleh mengambil bagian dari ruang atau 

benda langit atau dasar laut internasional dengan klaim kedaulatan melalui 

penggunaan, hunian ataupun dengan cara lain.9 

Akibat penerapan prinsip warisan bersama, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

sumber daya di wilayah ruang angkasa dan dasar laut tidak dapat sepenuhnya 

berorientasi ekonomi; namun juga harus memperhatikan norma kebersamaan agar 

pemanfaatannya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan. 

Prinsip Warisan Bersama dihadirkan sebagai jawaban atas keterbatasan kerangka 

hukum yang berlaku dan sebagai landasan inovatif dan adil untuk menangani 

wilayah di luar yurisdiksi nasional. Prinsip tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

instrumen soft law dan perjanjian yang tidak hanya berurusan dengan dasar laut 

dalam tetapi juga dengan luar angkasa.10 Tujuannya adalah untuk menggantikan 

konsep hukum kebebasan laut (freedom of the high seas) yang sudah ketinggalan 

zaman dengan menyatakan wilayah laut sebagai milik bersama internasional11. 

Dengan adanya prinsip Warisan Bersama, ruang laut dan udara, dan sumber 

dayanya akan menjadi milik bersama yang tidak dapat dimiliki oleh negara-negara 

di luar batas tertentu. Sebagai milik bersama itu ruang tersebut akan terbuka untuk 

komunitas internasional (negara-negara), tetapi penggunaannya akan tunduk pada 

                                                             
9 Cherian, Jijo George, and Job Abraham, “Concept of Private Property in Space-an Analysis,” J. 

Int’l Com. L. & Tech. 2 (2007): 211. 
10 Karin Mickelson, “Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of the Global 

Commons,” The European Journal of International Law 30, no. 2 (2019). 
11 Area dengan sumber daya alam yang signifikan yang diakui berada di luar batas yurisdiksi 

nasional negara berdaulat dikenal sebagai milik bersama internasional. 
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administrasi dan manajemen internasional untuk kebaikan bersama seluruh umat 

manusia. 

Administrasi hak eksploitasi mengenai sumber daya mineral yang merupakan 

bagian dari warisan bersama menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai 

bagaimana pengelolaan sumber daya hasil temuan eksplorasi tersebut. Secara 

khusus, diperdebatkan apakah hak eksploitasi mengenai kekayaan mineral laut 

dalam harus dikelola secara terpusat dan apakah hak tersebut harus ditambang oleh 

perusahaan pertambangan internasional (International Mining Enterprise) atau 

tunduk pada eksploitasi oleh perusahaan pertambangan publik atau privat (swasta). 

Kompromi yang akhirnya dicapai dalam UNCLOS adalah pembentukan badan 

internasional – ISA (selanjutnya disebut Otorita) untuk mengelola hak eksploitasi12. 

UNCLOS selanjutnya mempertimbangkan pembentukan operasi pertambangan 

internasional yang disebut Perusahaan (selanjutnya disebut Enterprise)13 – 

sementara tidak melarang juga kegiatan penambangan oleh perusahaan negara 

(State Enterprise) dan perusahaan komersial (Commercial Enterprises).14 

Sementara prospek penambangan dasar laut telah menjadi bagian dari domain 

ilmiah, hukum dan budaya untuk waktu yang lama, bersama dengan pandangan 

teknis, hukum dan lingkungan tentang masalah ini, ada juga yang kritis terhadap 

pembangunan dasar laut dan bagaimana hal itu akan berkembang. Jelas bahwa 

Enterprise, sebagai operator pertambangan internasional yang dibentuk Otorita, 

harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan secara langsung, sesuai dengan 

pasal 153 ayat 2 (a) UNCLOS, maupun pengangkutan, pengolahan dan pemasaran 

mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan. Namun, belum ada peraturan yang 

dibuat tentang bagaimana pengelolaan resmi sumber daya alam yang dihasilkan 

dari pertambangan oleh Enterprise sebagai kontraktor untuk mencapai misi 

pengelolaan warisan bersama yang berdedikasi.  

                                                             
12 Pasal 156 UNCLOS. 
13 Pasal 158 ayat 2 UNCLOS. 
14 Isabel Feichtner, “Mining for Humanity in the Deep Sea and Outer Space: The Role of Small 

States and International Law in the Extraterritorial Expansion of Extraction.,” Leiden Journal of 

International Law 32 (2019): 255–274, https://doi.org/10.1017/S0922156519000013. 
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Sementara dasar laut internasional melalui salah satu chapter di UNCLOS 1982 

memberi regulasi yang jelas mengenai badan yang mengatur eksplorasi dan 

eksploitasi dasar laut, ruang angkasa tidak memiliki peraturan yang serupa. 

Meskipun Outer Space Treaty menyatakan konsep CHM nya dalam Perjanjian 

terkait aktivitas negara di bulan dan benda antariksa lainnya, Agreement Governing 

the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies atau Moon Treaty 

(Kesepakatan Bulan) yang dibuat PBB tahun 1979, perjanjian ini tidak mengatur 

siapa yang memiliki otoritas untuk pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

jika proyek itu memungkinkan dilakukan. Dokumen itu menyatakan dua prinsip 

penting, yaitu benda luar angkasa harus digunakan untuk tujuan yang damai serta 

bulan dan sumber dayanya adalah warisan bersama untuk seluruh umat manusia15, 

namun pernyataan saja tidak cukup, tetapi sebuah badan atau otorita internasional 

harus dibentuk untuk mengelola eksploitasi setiap sumber daya yang ada.  

Problematika lain terhadap kegiatan eksploitasi pemanfaatan SDA terletak pada 

susunan kata dalam Pasal 4 Declaration on International Cooperation in the 

Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, 

Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries yang 

menyatakan bahwa kerjasama internasional harus dilakukan dengan cara-cara yang 

dianggap paling efektif dan tepat oleh negara-negara yang bersangkutan, termasuk 

antara lain pemerintah dan non-pemerintah; komersial dan non komersial; global, 

multilateral, regional atau bilateral; dan kerjasama internasional antar negara di 

semua tingkat pembangunan. Pasal tersebut memberi Negara kemampuan untuk 

memilih cara yang paling efektif dan tepat yang mungkin komersial, non-komersial, 

pemerintah, maupun non-pemerintah, yang berarti penambangan sumber daya di 

luar angkasa dapat dilakukan oleh perusahaan swasta, sesuai dengan tujuan luas 

dari perjanjian bulan. Dengan kata lain, Negara dapat mendelegasikan fungsi-fungsi 

tertentu kepada badan-badan swasta, yang berkaitan dengan eksplorasi dan 

penggunaan ruang angkasa, dan dikhawatirkan, perusahaan swasta memiliki 

                                                             
15 Pasal 11 Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 

(adopted December 5, 1979, entered into force July 11, 1984). 
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orientasi ekonomi alih-alih memberikan kemanfaatan hasil kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi pada masyarakat internasional berdasarkan prinsip warisan bersama. 

Dua regulasi rezim CHM dalam perjanjian internasional tidak sama sekali 

menyentuh mengenai bagaimana konsep pengelolaan usaha pertambangan yang 

baik oleh perusahaan, sementara industri pertambangan menghadirkan sejumlah 

tantangan yang memerlukan pendekatan khusus karena kegiatan tersebut memiliki 

dampak lingkungan yang serius. Pertambangan memiliki dampak lingkungan yang 

tidak dapat dihindari dan secara intrinsik tinggi yang membutuhkan pengelolaan 

yang sangat hati-hati. Tindakan ceroboh oleh beberapa perusahaan pertambangan 

dapat memicu penentangan luas terhadap pertambangan dalam segala bentuknya, 

yang pada gilirannya berkontribusi pada penundaan proyek, pembengkakan biaya 

dan, dalam kasus ekstrim, ketidakmampuan untuk melanjutkan produksi. Tidak 

adanya badan atau otorita semacam ISA pada rezim ruang angkasa dan belum 

adanya peraturan yang dibuat tentang bagaimana pengelolaan resmi sumber daya 

alam yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut 

internasional dan ruang angkasa, menghasilkan pandangan skeptis tentang misi 

mencapai pengelolaan warisan bersama yang berdedikasi untuk kepentingan 

bersama umat manusia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan mengeksplorasi 

konsep pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam milik bersama 

yang dilakukan oleh perusahaan internasional di rezim Warisan bersama Umat  

Manusia. Penelitian ini menyentuh aspek yang berbeda dari penelitian sebelumnya, 

mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi itu sendiri, dengan berusaha 

menganalisis perlunya pembentukan manajemen perusahaan dan otoritas 

internasional untuk mengelola kegiatan eksploitasi sumber daya warisan bersama. 

Hal kebaruan dalam penelitian ini adalah, peneliti hendak menawarkan 

rekomendasi pembentukan badan internasional untuk mengelola eksploitasi setiap 

sumber daya, baik dasar laut maupun ruang angkasa, sehingga perlu adanya 

pengaturan di dalam aturan internasional yang telah berlaku saat ini untuk adanya 

pengaturan dan gagasan perusahaan pada rezim dasar laut dan otorita internasional 
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pada rezim ruang angkasa dalam mengelola sumber daya tertentu sebagai aturan 

baru ke dalam hukum internasional. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan dimulai dengan 

pembahasan mengenai latar belakang sejarah rezim warisan bersama baik di dasar 

laut maupun ruang angkasa, tinjauan singkat tentang Perjanjian yang saat ini 

berlaku, dan prinsip-prinsip yang dipakai dalam hukum internasional. Di mana dari 

pembahasan tersebut penelitian ini dapat memberikan pertimbangan alasan yang 

mendasari gagasan penelitian. Bagian substantif dari makalah ini pada gilirannya 

berkaitan dengan interpretasi Perjanjian dan hukum Internasional yang 

menekankan pada tantangan mengenai pendirian perusahaan dan pembentukan 

otorita pada masing-masing rezim, sementara juga memperhitungkan kebutuhan, 

kelayakan dan kemungkinan kerja sama yang adil antara negara dan pihak swasta. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Urgensi Pembentukan Perusahaan Internasional Pengelola Sumber 

Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Oleh Organisasi Internasional? 

2. Bagaimana Konsep Ideal Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama 

Umat Manusia Oleh Perusahaan Internasional Menurut Hukum Internasional? 

 

1.3 Tujuan Khusus 

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menemukan dan merumuskan urgensi pembentukan perusahaan 

pengelola hasil aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh organisasi 

internasional pada rezim Warisan bersama Umat Manusia.  

2. Untuk menemukan dan merumuskan konsep yang baik untuk mengelola 

hasil eksploitasi sumber daya oleh perusahaan pada rezim Warisan bersama 

Umat Manusia Menurut Hukum Internasional. 
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1.4 Urgensi/ Keutamaan Penelitian 

Urgensi Penelitian ini dilakukan adalah mengidentifikasi dan memformulasikan 

unsur-unsur hak dan kewajiban perusahaan internasional dalam kegiatanya sebagai 

pelaku usaha dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam warisan 

bersama umat manusia sehingga dibutuhkan kehadirannya dalam perspektif hukum 

internasional.  

Beberapa Penelitian terkait tanggung jawab negara atas kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi ruang warisan bersama umat manusia telah banyak menjadi acuan dalam 

hal terjadinya akibat-akibat buruk pada lingkungan hasil kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi, akan tetapi seyogyanya tidak hanya tanggung jawab negara sebagai 

sponsor yang disorot dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, namun gagasan 

dalam pengelolaan dampak dan hasil yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut oleh 

perusahaan sebagai pelaku usaha juga harus diperhatikan lebih lanjut. Belum 

jelasnya standar dalam penetapan mengenai bagaimana perusahaan swasta 

memfasilitasi dampak dari kegiatannya menurut hukum internasional, maka 

penelitian ini diharapkan untuk dapat mengkaji lebih lanjut urgensi gagasan 

pembentukan perusahaan/badan/otorita internasional serta menformulasikan jenis 

gagasan seperti apa yang dapat dimasukkan kedalam aturan hukum internasional 

yang telah ada. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Overview Prinsip Common Heritage of Mankind (Warisan Bersama Umat 

Manusia) 

'Warisan bersama umat manusia' atau Common Heritage of Mankind 

(selanjutnya disebut prinsip warisan bersama) adalah prinsip hukum dalam hukum 

internasional yang memberikan kerangka umum tanggung jawab universal untuk 

perlindungan hukum dan lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip ini menyatakan 

bahwa luar angkasa dan seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat 

manusia sehingga harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, 

serta menetapkan hubungan erat antara hukum ruang angkasa dan laut serta hukum-

hukum yang mengatur wilayah di luar yurisdiksi nasional, seperti laut lepas, dasar 

laut dalam, bahkan Antartika.16 

Pembahasan hukum CHM dimulai dari pidato duta besar Malta, Arvid Pardo, 

di PBB pada tahun 1967. Dalam pidato ini ia mengusulkan agar dasar laut dan dasar 

laut di luar yurisdiksi nasional dipertimbangkan sebagai CHM. Pidato tersebut 

adalah peristiwa penting yang memicu negosiasi Konvensi Hukum Laut 1982 

(UNCLOS III) dan perkembangan hukum lainnya yang kemudian membuat Arvid 

Pardo mendapatkan gelar “bapak hukum laut.” Dalam konvensi tersebut Arvid 

Pardo menyatakan17:  

“traditionally, international law has been essentially concerned with the 

regulation of relations between states. In ocean space, however, the time has 

come to recognize as a basic principle of international law the overriding 

common interest of mankind in the preservation of the qualitity of marine 

environment and in the rational and equitable development of its resources 

lying beyond national jurisdiction.” 

                                                             
16 Kemal Baslar, The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law., Kluwer 

Law International (Martinus Nijhoff Publisher, 1997). 
17 Elisabeth Mann Borgese, Arvid Pardo (1914–1999): In Memoriam. In Elisabeth Mann Borgese 

et Al., Eds., Ocean Year (University of Chicago Press, 2000). 
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Pernyataan Pardo tersebut mengandung dua hal utama, pertama lingkungan dasar 

laut harus dimanfaatkan hanya untuk tujuan damai; kedua, seharusnya tidak ada 

klaim yurisduksi nasional atas dasar laut. Inti dari prinsip CHM adalah tanggung 

jawab manusia untuk merawat dan melindungi lingkungan, di mana manusia 

menjadi bagiannya, untuk generasi sekarang dan mendatang. 

Masyarakat internasional telah sepakat bahwa tanggung jawab atas warisan 

bersama umat manusia ini adalah tanggung jawab bersama atau tanggung jawab 

internasional. Sehingga konsep warisan bersama menciptakan pertanggungjawaban 

bersama (common responbility). Tanggung jawab bersama merupakan kewajiban 

yang ditanggung oleh dua atau lebih negara untuk melindungi kekayaan lingkungan 

(environmental resources), mengambil tindakan yang sesuai dengan karakteristik 

dan alam, lokasi fisik maupun kemanfaatan sejarah dari kekayaan lingkungan 

tersebut.Kekayaan alam sebagai kekayaan lingkungan merupakan kekayaan yang 

dimiliki oleh suatu negara, atau kekayaan yang dibagi bersama, atau subjek dari 

kepentingan hukum bersama, atau merupakan tidak dimiliki oleh negara 

manapun.Pertanggungjawaban bersama dapat diterapkan terhadap kekayaan yang 

tidak dimiliki oleh siapapun atau kekayaan yang berada dalam wilayah yurisdiksi 

eksklusif suatu negara. 

Tidak ada definisi CHM yang ringkas dan disepakati sepenuhnya. Fitur-

fiturnya tergantung pada rincian rezim yang menerapkannya atau ruang/sumber 

daya yang diterapkannya. Tidak ada negara atau orang yang dapat memiliki ruang 

atau sumber daya warisan bersama (prinsip nonapropriasi). Mereka dapat 

digunakan tetapi tidak dimiliki, karena mereka adalah bagian dari warisan 

internasional (warisan) dan oleh karena itu milik semua umat manusia. Prinsip ini 

melindungi kepentingan bersama internasional dari perluasan klaim yurisdiksi. 

Ketika CHM berlaku untuk wilayah dan sumber daya dalam yurisdiksi nasional, 

pelaksanaan kedaulatan tunduk pada tanggung jawab tertentu untuk melindungi 

kebaikan bersama. Penggunaan warisan bersama harus dilakukan sesuai dengan 

sistem manajemen koperasi untuk kepentingan seluruh umat manusia, yaitu untuk 

kebaikan bersama.  
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Prinsip warisan bersama telah ditafsirkan sebagai jenis hubungan perwalian 

untuk perlindungan eksplisit kepentingan kemanusiaan, daripada kepentingan 

negara atau entitas swasta tertentu. Harus ada pembagian keuntungan yang aktif 

dan adil (termasuk keuangan, teknologi, dan ilmiah) yang diperoleh dari CHM. 

Prinsip ini memberikan dasar untuk membatasi keuntungan komersial publik atau 

swasta dan memprioritaskan distribusi kepada orang lain, termasuk negara 

berkembang (keadilan intragenerasi antara generasi manusia saat ini). CHM akan 

dicadangkan untuk tujuan damai (mencegah penggunaan militer). CHM harus 

ditransmisikan ke generasi mendatang dalam kondisi yang secara substansial tidak 

rusak (perlindungan integritas ekologis dan kesetaraan antar generasi antara 

generasi manusia sekarang dan mendatang). 

 

2.1.1 Warisan Bersama Umat Manusia dan Hukum Laut 

Laut dalam dan dasar laut telah menjadi bagian darinya bahkan menjadi ruang 

lingkup pertama dari konsep tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Majelis 

Umum PBB pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa laut dalam dan dasar laut 

merupakan warisan bersama umat manusia. Dan hingga saat ini laut dalam dan 

dasar laut masih tetap menjadi bagian dari warisan bersama umat manusia yang 

berarti setiap manusia bebas melakukan kegiatan eksplorasi diwilayah laut 

internasional dan memiliki tanggungjawab bersama untuk mengawasi dan menjaga 

wilayah tersebut dari kerusakan. 

Dasar laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional berada dalam posisi istimewa 

vis-à-vis sebagian besar kesamaan global karena tunduk pada rezim hukum 

istimewa yang ditetapkan oleh Bab XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/ 

LOSC atau Konvensi) sebagaimana diamandemen oleh Perjanjian 1994 Berkaitan 

dengan Pelaksanaan Bab XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum 

Laut (IA). Pusat rezim Bab XI adalah Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA atau 

Otoritas) yang didirikan sebagai organisasi independen untuk mengatur 

penggunaan sumber daya mineral di dasar laut di wilayah di luar yurisdiksi 

nasional. Sementara negara pantai mempertahankan yurisdiksi atas mineral di 
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landas kontinen mereka, ISA memiliki kompetensi eksklusif sehubungan dengan 

mineral di 'Area' yaitu, 'dasar laut dan dasar laut serta tanah di bawahnya, di luar 

batas yurisdiksi nasional. Semua negara pihak LOSC adalah anggota ipso facto dari 

Otorita. Yang terpenting, Pasal 136 LOSC menyatakan bahwa 'Kawasan dan 

sumber dayanya adalah warisan bersama umat manusia.' Dalam menjalankan 

perannya, ISA diberi mandat untuk mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan 

kegiatan di Kawasan atas nama seluruh umat manusia. 'Kegiatan di Kawasan' 

adalah istilah yang didefinisikan sebagai 'semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

pada sumber daya Kawasan. 

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan laut sebagai CHM, mendefinisikan 

dan mengalokasikan wewenang atas zona maritim yang penting (misalnya laut 

teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, High Seas, batas kontinental, 

dan dasar laut yang dalam). Perjanjian itu membahas batas-batas laut teritorial, 

bagian atas dan bawah laut, navigasi dan transit internasional melalui berbagai 

zona, serta konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati. Konvensi Hukum 

Laut 1982 juga memasukan kode etik yang difokuskan pada perlindungan sumber 

daya yang digunakan untuk tujuan damai, tanggung jawab untuk kepatuhan, kerja 

sama dan bantuan teknis, dan tanggung jawab untuk kerusakan. Pada intinya, 

kontrol yurisdiksi bagian dari lautan dialokasikan oleh perjanjian untuk negara- 

negara pesisir. Negara pesisir ini dibutuhkan mengatur dengan cara yang menjamin 

integritas lingkungan dan pemanfaatan optimal sumber daya hidup lautan. 

Penandatangan juga diminta untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat 

melalui pengadilan atau pengadilan yang dipilih.18 

Pelaksanaan perjanjian dicapai melalui penggunaan beberapa organisasi 

internasional yang berhubungan dengan pengaturan multilateral yang berbeda. 

Sebagai contoh, Organisasi Maritim Internasional (the International Maritime 

Organization) membahas masalah-masalah yang melibatkan kapal-kapal dan 

platform minyak lepas pantai, keselamatan dan polusi, serta pembuangan limbah di 

                                                             
18 Mardianis, “Status Hukum Sumber Daya Alam Di Luar Jurisdiksi Nasional Dan Posisi Negara 

Maju Di Bidang Keantariksaan,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 3 

(2017): 565–86, https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a7. 
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laut. Penawaran dengan konservasi perikanan FAO dan Program Lingkungan PBB 

memfasilitasi pertimbangan masalah lingkungan kelautan. Selain itu, terdapat pula 

program regional laut yang melibatkan sekitar 140 negara di seluruh dunia untuk 

masalah kelautan tertentu di berbagai bidang benua. 

 

A. Otorita Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority/ ISA) 

Otorita Dasar Laut Internasional (Otoritas) atau International Seabed Authority 

(ISA), merupakan organisasi internasional otonom yang dibentuk oleh United 

Nations Law of the Sea Conference (UNCLOS), memiliki tugas mengawasi dan 

mengelola sistem penambangan dasar laut.19 ISA bertanggung jawab untuk 

mengatur Kawasan (the Area) dan mengizinkan kontrak (lisensi) terhadap aktivitas 

eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dasar laut berdasarkan aspek 

pembagian manfaat dan perlindungan lingkungan laut.20 Selain itu, ISA 

diberdayakan untuk mengembangkan Kode Pertambangan (Mining Code) yang 

komprehensif, yang dimaksudkan untuk mengatur seluruh siklus operasi 

penambangan dasar laut.21 Untuk menerapkan prinsip warisan bersama, kerangka 

hukum dasar laut dimasukkan ke dalam Bab XI dan Lampiran III dan IV LOSC, 

yang menetapkan ISA sebagai organisasi otonom dengan kompetensi eksklusif atas 

sumber daya mineral di Area dasar laut internasional. 

Bab XI UNCLOS memiliki beberapa ketentuan yang kontroversial, 

diantaranya, Pasal 136, digambarkan sebagai 'salah satu ketentuan Konvensi yang 

paling kontroversial namun juga salah satu yang paling simbolis,' menegaskan 

status hukum Kawasan dan sumber dayanya sebagai warisan bersama umat 

manusia. Karakterisasi ini menginformasikan setiap aspek dari rezim penambangan 

dasar laut dan menetapkan perbedaan hukum antara water column (masih diatur 

oleh gagasan Grotian tentang freedom of the high seas) dan dasar laut di area di luar 

yurisdiksi nasional.22 Selain itu, ada Pasal 158 dan 170 yang menetapkan 

                                                             
19  Pasal 156 UNCLOS. 
20  Pasal 153 dan 157 ayat 1 UNCLOS, 
21 Joanna Dingwall, “Commercial Mining Activities in the Deep Seabed beyond National 

Jurisdiction: The International Legal Framework.,” Brill Nijhoff 83 (2020): 139-162. 
22 Aline Jaeckel, “Deep Seabed Mining and Adaptive Management: The Procedural Challenges for 

the International Seabed Authority,” Marine Policy 70 (2016): 205–11. 
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‘Enterprise’ atau 'Perusahaan' sebagai lengan komersial Otorita. Perusahaan 

dimaksudkan untuk menjadi manifestasi fisik dari prinsip warisan bersama di mana 

organ Otorita itu sendiri akan melakukan operasi penambangan dasar laut dengan 

sebagian keuntungan didistribusikan di antara negara-negara anggota, khususnya 

negara-negara berkembang. Agar dapat beroperasi, Perusahaan harus menerima 

bantuan keuangan yang signifikan dari negara-negara pihak. Pasal 144 mengatur 

transfer teknologi yang berkaitan dengan kegiatan penambangan dasar laut ke 

kedua negara berkembang dan Perusahaan. Selain itu, Pasal 151(10) mengatur 

tentang 'sistem kompensasi' atau bantuan penyesuaian ekonomi lainnya untuk 

membantu negara-negara berkembang yang ekonominya menderita akibat buruk 

yang serius dari perubahan ekspor dan harga mineral tertentu, sebagai akibat dari 

penambangan di Area. Pasal 151(4) dan (5) juga menetapkan batas produksi 

tahunan untuk penambangan dasar laut dan mensyaratkan persentase produksi yang 

dicadangkan untuk Perusahaan. Terakhir, Pasal 155 mewajibkan Bab XI untuk 

mengadakan konferensi peninjauan 15 tahun setelah dimulainya produksi 

pertambangan komersial, yang akan memungkinkan tiga perempat negara pihak 

untuk mengadopsi amandemen LOSC yang mengikat secara universal. 

Pada intinya, ISA dapat dianggap sebagai elemen institusional dari prinsip 

warisan bersama. Dalam istilah yang lebih praktis, Otorita telah dibentuk untuk 

menerapkan rezim penambangan dasar laut internasional. Fungsi utama ISA adalah 

untuk mengatur, mengontrol, dan melaksanakan kegiatan di Kawasan, terutama 

dengan tujuan untuk mengelola sumber daya Kawasan. Sumber daya yang 

dimaksud didefinisikan sesuai dengan fokus pada mineral pada saat UNCLOS III. 

Dengan demikian, 'sumber daya' secara khusus didefinisikan sebagai terdiri dari 

'semua sumber daya mineral padat, cair atau gas in situ di Kawasan pada atau di 

bawah dasar laut, termasuk nodul polimetalik.' Sumber Daya, bila diambil dari 

Kawasan, disebut sebagai 'mineral'. 

Pekerjaan ISA mempengaruhi semua aktor yang terlibat dalam rezim 

penambangan dasar laut. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1, operasi 

pertambangan dilakukan baik oleh negara pihak, perusahaan negara, atau badan 

hukum atau perorangan yang memiliki kewarganegaraan negara pihak atau secara 
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efektif dikendalikan oleh mereka atau warga negaranya. Dengan demikian, baik 

aktor publik maupun swasta dapat terlibat dalam operasi penambangan meskipun 

harus disponsori oleh negara pihak. Untuk memastikan kepastian hukum, sistem 

kontrak telah dikembangkan dimana pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi di Area 

hanya dapat dilakukan berdasarkan kontrak yang dikeluarkan oleh ISA, yang 

memberikan hak eksklusif tetapi sementara kepada kontraktor. 

 

 

 

Gambar 2.1 Operasi Pertambangan 

 

Otorita ditugaskan tiga tugas penting: Pertama, untuk mengembangkan rezim 

kawasan melalui mengadopsi Kode Pertambangan; kedua, untuk mengontrol akses 

ke mineral di Kawasan melalui sistem kontraktual tersebut; dan ketiga untuk 

memastikan kepatuhan terhadap kerangka peraturan. Yurisdiksi Otorita secara 

spasial terbatas pada dasar laut internasional, dasar laut, dan tanah di bawahnya dan 

tidak termasuk perairan di atas Kawasan. Otorita mulai berlaku pada tanggal 16 

November 1994 setelah berlakunya LOSC dan telah sepenuhnya beroperasi di 

kantor pusatnya di Kingston, Jamaika, sejak Juni 1996. Pada Juli 2016 Otorita 

terdiri dari 167 negara anggota ditambah Uni Eropa.  

 



17 
 

 

B. Perusahaan (Enterprise) 

Perusahaan atau Enterprise adalah entitas yang dibuat oleh ketentuan UNCLOS 82 

dan Perjanjian Implementasi 1994, yang dibahas secara ekstensif pada Konferensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut (UNCLOS III), dan 

akhirnya dimasukkan ke dalam Bab XI UNCLOS 82. Ketentuan UNCLOS 82 yang 

berhubungan dengan Perusahaan terutama diatur oleh Pasal 170 dan Lampiran IV 

(the Statute of the Enterprise/ Status Perusahaan). Pasal 170 UNCLOS 

mengidentifikasi Enterprise sebagai organ Otorita yang akan melakukan kegiatan 

di Kawasan secara langsung, seperti pengangkutan, pengolahan dan pemasaran 

mineral yang diambil dari Kawasan. Ini juga menunjukkan bahwa dalam kerangka 

kepribadian hukum internasional ISA atau Otorita, Enterprise memiliki kapasitas 

hukum sebagaimana diatur dalam Statuta Perusahaan (Lampiran IV).  

 

Lampiran (Annex) IV, terdiri dari 13 pasal yang memberi penjelasan lebih rinci 

mengenai tujuan Perusahaan; hubungannya dengan Otorita; pembatasan tanggung 

jawab anggota Otorita atas tindakan atau kewajiban Perusahaan; struktur 

organisasinya; susunan, wewenang dan fungsi Dewan Pengaturnya; pemilihan 

Direktur Jenderal, statusnya, kekuasaan dan fungsinya, termasuk kekuasaan yang 

berhubungan dengan perekrutan dan pekerjaan staf untuk Perusahaan, serta 

tanggung jawab mereka sebagai staf Perusahaan; lokasi Perusahaan; kapan dan 

bagaimana menyampaikan dan menerbitkan laporan dan laporan keuangannya; 

alokasi laba bersihnya; berbagai cara untuk menggalang dana; bagaimana ia akan 

menjalankan operasinya dan status hukumnya, hak istimewa dan kekebalannya. 

Lampiran IV menekankan bahwa Perusahaan harus bertindak sesuai dengan 

UNCLOS 82 dan aturan, peraturan dan prosedur Otorita, serta kebijakan umum 

yang ditetapkan oleh Majelis, dan harus tunduk pada arahan dan kendali Dewan. 

Pasal ini juga menunjukkan bahwa Perusahaan harus memiliki tempat usaha utama 

di tempat kedudukan Otorita, yaitu Kingston, Jamaika. 

Perusahaan (Enterprise) adalah entitas unik yang didirikan oleh instrumen 

hukum internasional yaitu, ISA dan UNCLOS 1982. Hal ini sangat luar biasa dalam 

arti bahwa di bawah instrumen yang relevan itu adalah organ dari organisasi 
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internasional, Otoritas Dasar Laut Internasional (Otoritas), namun pada saat yang 

sama dimaksudkan untuk terlibat dalam kegiatan penambangan dasar laut dalam 

komersial di Kawasan. Meskipun Perusahaan harus bertindak sesuai dengan 

kebijakan umum Majelis dan arahan Dewan, Perusahaan harus menikmati otonomi 

dalam menjalankan operasinya. Masalah hukum yang rumit adalah konsekuensi 

dari keunikan status hukum internasional Perusahaan sebagai lembaga internasional 

serta entitas operasi komersial. 

Perusahaan telah di berbagai waktu digambarkan sebagai ‘the first completely 

internationally operated commercial institution in the world’; ‘the operating arm of 

the Authority’ having a ‘sui generis status’; the ‘mining arm’ of the Authority; ‘an 

international mining corporation’; ‘supranational mining company’; the 

commercial arm’ of the Authority and ‘a global public mining operator’. Pada 

tingkat internasional, Perusahaan dapat dikatakan setara dengan perusahaan 

pertambangan milik negara. 

Perusahaan sebagai organ ISA, apabila dioperasionalkan, akan memiliki fungsi 

melakukan kegiatan penambangan di Kawasan secara langsung, serta mengangkut, 

mengolah dan memasarkan mineral yang diambil dari Kawasan. Dari sini terlihat 

bahwa kegiatan komersial Perusahaan tidak dimaksudkan untuk terbatas hanya 

pada kegiatan penambangan langsung di Kawasan, tetapi juga meluas, berdasarkan 

UNCLOS 82, pada pengangkutan, pemrosesan dan pemasaran mineral yang 

diperoleh dari Kawasan. Kegiatan-kegiatan di Kawasan dalam konteks eksplorasi 

dan eksploitasi di Kawasan mencakup pengambilan mineral dari dasar laut dan 

pengangkatannya ke permukaan air, termasuk evakuasi air dari mineral, serta 

pemisahan awal bahan yang tidak memiliki kepentingan komersial dan 

pembuangannya ke laut. 

Pengamatan terhadap tujuan dan maksud utama dari pendirian perusahaan oleh 

UNCLOS 82 dan Perjanjian 1994 mengindikasikan konsep “sound commercial 

principles” atau “prinsip komersial” dalam pengoperasian Perusahaan dan 

pengembangan Kawasan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengklarifikasi 

konsep “prinsip komersial yang sehat”, sangat penting untuk menempatkan konsep 

tersebut dalam konteks entitas tertentu yang akan diterapkan. Misalnya, apa yang 
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dapat dianggap sebagai "prinsip komersial yang sehat" dari sudut pandang 

perusahaan komersial swasta mungkin tidak persis sama dengan konteks 

Perusahaan. Maksimalisasi keuntungan bagi investornya dapat dikatakan sebagai 

motivasi dan objek utama dari sebagian besar perusahaan komersial swasta dan 

dengan demikian konsep tersebut harus ditafsirkan dalam konteks motivasi 

tersebut. 

Di sisi lain, Perusahaan ketika dioperasionalkan (walaupun menghasilkan 

keuntungan jelas akan menjadi agenda sehingga ada keuntungan moneter untuk 

didistribusikan di antara negara-negara anggota), motivasi utamanya, berdasarkan 

sistem paralel, adalah operasionalisasi Warisan Bersama, yang sedemikian rupa 

untuk membantu Negara-negara berkembang untuk terlibat dalam penambangan 

dasar laut. Tidak ada dalam UNCLOS 82 dan Perjanjian 1994 yang menunjukkan 

bahwa kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan keuntungan maksimum 

selama operasi awalnya akan dianggap sebagai prasyarat utama dalam menentukan 

apakah itu beroperasi sesuai dengan "prinsip komersial"; selama itu adalah entitas 

yang layak secara komersial, mampu beroperasi secara mandiri dari campur tangan 

politik dan dengan biaya yang efektif tanpa harus bergantung pada dukungan 

keuangan dari Otorita dan Negara anggota. 

Upaya untuk mencapai partisipasi universal dalam LOSC memuncak dengan 

diadopsinya oleh Majelis Umum Perjanjian Berkaitan dengan Pelaksanaan Bab XI 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Perjanjian 

Implementasi 1994) pada tanggal 28 Juli 1994. Perjanjian Implementasi 1994 'harus 

ditafsirkan dan diterapkan bersama dengan Bab XI sebagai instrumen tunggal', 

dengan Perjanjian Implementasi 1994 berlaku jika terjadi inkonsistensi. Pasal 4(1) 

Perjanjian Implementasi 1994 memastikan bahwa ratifikasi atau aksesi selanjutnya 

ke LOSC 'juga mewakili persetujuan untuk terikat oleh Perjanjian ini.' Perjanjian 

Implementasi 1994 memperkenalkan sejumlah perubahan untuk mengatasi 

ketentuan kontroversial Bab XI yang ditetapkan dalam Bagian 3.2.2. Salah satunya 

adalah bahwa Perjanjian Implementasi 1994 menetapkan bahwa Perusahaan tidak 

akan lagi didanai oleh negara-negara anggota. 
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Rezim UNCLOS dimaksudkan untuk berfungsi sebagai sistem paralel: Negara 

dan entitas yang disponsori negara akan diizinkan untuk melakukan kegiatan 

penambangan dasar laut dalam bersama-sama dengan cabang pertambangan ISA, 

Enterprise. Untuk itu, ia melembagakan sistem site-banking , di mana rencana kerja 

kontraktor harus menentukan total area untuk eksplorasi atau eksploitasi yang 

'cukup besar dan dengan perkiraan nilai komersial yang cukup untuk 

memungkinkan dua operasi penambangan' dan 'menunjukkan koordinat yang 

membagi area tersebut menjadi dua bagian dengan perkiraan nilai komersial yang 

sama.' 

Atas dasar itu, ISA menetapkan satu bagian dari wilayah yang diajukan sebagai 

'kawasan yang dilindungi'.69 Sebelum modifikasi Perjanjian 1994, rezim UNCLOS 

memperkirakan bahwa kegiatan pertambangan di wilayah yang dilindungi akan 

dilakukan 'semata-mata' oleh 'Otoritas melalui Perusahaan atau dalam hubungan 

dengan Negara berkembang.'23 Namun, Perjanjian 1994 menangguhkan peran 

Perusahaan untuk sementara waktu.71 Di bawah rezim ini, Negara atau entitas yang 

menyumbangkan area tertentu ke ISA sebagai area yang dilindungi undang-undang 

sekarang memiliki hak penolakan pertama untuk mengadakan perjanjian usaha 

patungan dengan Perusahaan untuk eksplorasi dan eksploitasi kawasan yang 

dilindungi undang-undang tersebut. Dalam hal hak penolakan pertama tidak 

dilaksanakan, terbuka untuk Negara berkembang dan entitas yang disponsori oleh 

mereka, termasuk pihak swasta, untuk mengajukan permohonan eksplorasi dan 

eksploitasi kawasan yang dilindungi.24 

Perjanjian Implementasi 1994 membuat transisi untuk Perusahaan ke organ 

yang berfungsi secara independen bergantung pada persetujuan Dewan (Council) 

dan kepatuhan pada prinsip-prinsip komersial. Dewan diharuskan 'mengambil 

masalah fungsi [independen] Perusahaan' setelah eksploitasi pertama rencana 

disetujui atau aplikasi untuk operasi joint-venture diterima. Faktanya, Perjanjian 

Implementasi 1994 menetapkan bahwa operasi penambangan dasar laut awal 

                                                             
23 Pasal 8 UNCLOS, Lampiran III. 
24 Dingwall, “Commercial Mining Activities in the Deep Seabed beyond National Jurisdiction: The 

International Legal Framework.” 
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Perusahaan harus melalui joint-venture. Namun, Dewan hanya perlu mendirikan 

Perusahaan yang berfungsi secara independen , 'jika operasi joint-venture dengan 

Perusahaan sesuai dengan sound commercial principles. Terlebih lagi, Perjanjian 

Implementasi 1994 menghapus kewajiban negara pihak untuk membiayai operasi 

Perusahaan, meninggalkan gagasan lengan komersial ISA untuk berpotensi gagal 

atas dasar dana yang tidak mencukupi. Singkatnya, IA secara drastis mengubah 

kerangka hukum untuk Perusahaan dan masih belum diketahui apakah dan 

bagaimana Perusahaan akan berfungsi. 

 

2.1.2 Warisan Bersama Umat Manusia dan Hukum Antariksa 

ISA telah melakukan tugas yang sulit untuk memastikan detail dan parameter yang 

tepat dari mekanisme pembagian manfaat di bawah konsep hukum Warisan Umum 

Manusia dari UNCLOS. Istilah ini muncul sehubungan dengan perkembangan 

progresif hukum internasional dan telah menemukan refleksi dalam reformasi 

hukum laut, hukum ruang angkasa, dan kerangka hukum Antartika. Dalam hukum 

ruang angkasa (jauh lebih awal daripada dalam konteks hukum negosiasi laut), 

prinsip ini pertama kali disebutkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1962 

(XVIII) tertanggal 13 Desember 1963. 

OST, yang nama lengkapnya "Treaty On Principles Concerning The Activities 

Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And 

Other Celestial Bodies", dikenal sebagai hukum dasar dalam bidang Hukum 

Angkasa. Pada pokoknya mengatur tentang: status ruang angkasa, bulan dan benda-

bend a lang it lainnya; usaha-usaha dan kegiatankegiatan manusia di ruang angkasa; 

dan menetapkan hak dan kewaj iban bagi negara-negara. Kegiatan pemanfaatan 

ruang angkasa berupa penempatan "space objects" dengan fungsi, tujuan yang 

beraneka ragam serta "life time" yang bervariasi itu, menimbulkan kekhawatiran 

bagi umat manusi di planet bumi, kemungkinan penggunaaannya untuk maksud 

tidak damai atau perang.25 

                                                             
25 Niken Tyasworo and Mas Nana Jumena, “Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Komersialisasi 

Ruang Angkasa Dan Implikasinya Terhadap Outer Space Treaty 1967 (Studi Tentang Wisata Ruang 

Angkasa),” Uti Possidetis: Journal of International Law 2, no. 2 (2021): 131–51, 

https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12203. 
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Pada fase awal pembentukannya, hukum antariksa telah berkembang untuk 

mengantisipasi kegiatan luar angkasa pada saat kegiatan tersebut masih agak 

terbatas dalam praktiknya. Kemajuan yang signifikan dicapai karena dua kekuatan 

besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, pada saat itu secara aktif terlibat dalam 

kegiatan luar angkasa, sementara sebagian besar negara lain tidak menyadari bahwa 

kepentingan substansial mereka akan segera terpengaruh dalam hubungan ini. 

Sementara kekuatan ruang angkasa utama berusaha untuk mempertahankan posisi 

monopoli dan keunggulan teknologi mereka sebanyak mungkin, ini sekarang telah 

berubah dengan jelas. Semakin banyak negara yang secara langsung atau tidak 

langsung terlibat di luar angkasa atau menganggap bahwa kepentingan politik dan 

ekonomi mereka memerlukan pengambilan posisi.26 

Konflik kepentingan, terutama antara negara industri dan negara berkembang, 

membuat pencapaian konsensus dalam proses pembuatan undang-undang semakin 

sulit. Salah satu sorotan khusus dari proses ini adalah Deklarasi Bogota 1976 oleh 

delapan negara khatulistiwa yang mengklaim hak berdaulat atas segmen orbit 

geostasioner 36.000 km di atas wilayah mereka, yang ditolak oleh komunitas 

internasional. Negara-negara khatulistiwa kemudian mulai meninggalkan posisi 

yang tidak dapat dipertahankan ini. Salah satu instrumen perjanjian utama disiapkan 

berdasarkan metode konsensus (bukan pengambilan keputusan mayoritas) untuk 

memastikan partisipasi kekuatan antariksa.27 

Persaingan ketat yang tercipta antara negara - negara maju itu menimbulkan 

kekhawatiran baru. Siapa yang akan menguasai Bulan, Siapa pemilik antariksa, dan 

apakah orbit akan menjadi tempat negara maju meletakkan senjata mereka. Oleh 

karena itu, pada 27 Januari 1967 Amerika Serikat, Inggris dan Rusia 

menandatangani Traktat Luar Angkasa, atau Traktat Prinsip Pengaturan Aktivitas 

Negara - Negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa, termasuk Bulan 

dan Benda-benda Langit Lainnya. Pada Oktober 2011, ada 100 negara tergabung 

dalam traktat ini. Sementara itu 26 negara lainnya belum meratifikasinya. Menurut 

                                                             
26 Suherman E, “Tantangan Peningkatan Kegiatan Komersial Oi Ruang Angkasa Pada Hukum 

Internasional,” Pro Justitia, no. 3 (1989): 83–85. 
27 Jose A. Martin del Campo, “Finders Keepers: Who Has Say Over Private Property in Space,” 

Texas A&M Journal of Property Law 7, no. 2 (2021): 203, https://doi.org/10.37419/JPL.V7.I2.3. 
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traktat itu, luar angkasa dan seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat 

manusia, jadi harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. 

Bulan dan seluruh benda di angkasa harus bebas dieksplorasi negara manapun tanpa 

diskriminasi. Orbit bumi juga tak boleh dipergunakan untuk menempatkan senjata 

nuklir. 

Diabadikan dalam Perjanjian Luar Angkasa 1967 Pasal 1, menyatakan bahwa 

menyatakan bahwa eksplorasi dan penggunaan luar angkasa harus menjadi provinsi 

umum dari seluruh umat manusia. Pada awalnya, Traktat Luar Angkasa tidak 

menggunakan istilah 'warisan bersama umat manusia', melainkan menggunakan 

istilah 'provinsi umat manusia', yang menyatakan bahwa 'eksplorasi dan 

pemanfaatan ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus 

dilakukan untuk kepentingan dan kepentingan semua negara... dan akan menjadi 

wilayah seluruh umat manusia'.28 

Namun, Pasal 11 Perjanjian Bulan secara eksplisit mengacu pada prinsip 

warisan bersama. Pasal 4 dari Traktat yang sama menggabungkan kedua gagasan 

dalam menetapkan bahwa eksplorasi dan penggunaan bulan 'akan menjadi milik 

seluruh umat manusia dan harus dilakukan untuk kepentingan dan kepentingan 

semua negara, terlepas dari tingkat ekonomi mereka. atau pengembangan ilmu 

pengetahuan'. Isi hukum dari prinsip warisan bersama umat manusia tetap tidak 

jelas. Sehubungan dengan Perjanjian Luar Angkasa, cita-cita warisan bersama 

mewujudkan cita-cita 'provinsi seluruh umat manusia'. Apa yang pertama kali 

muncul dalam Pasal 4 menyatakan 'penjelajahan dan penggunaan bulan akan 

menjadi wilayah seluruh umat manusia dan akan dilakukan untuk kepentingan ... 

semua negara'. Dengan demikian, tampak lebih jelas di sini bahwa 'provinsi' umat 

manusia bukanlah bulan dan benda-benda angkasa. Melainkan eksplorasi dan 

pemanfaatannya. 

Penafsiran ini sejalan dengan argumen negara-negara maju. Menurut siapa, 

warisan itu terletak pada akses. Dalam Pasal 11 Perjanjian Bulan, bahasa 'warisan 

umum umat manusia' muncul, dan pasal tersebut menyatakan, "bulan dan sumber 

                                                             
28 Olaf Steffen, “Explore to Exploit: A Data-Centred Approach to Space Mining Regulation,” Space 

Policy 59, no. xxxx (2022): 101459, https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2021.101459. 
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daya alamnya adalah warisan bersama umat manusia dan negara dapat menjelajahi 

dan menggunakan bulan tanpa diskriminasi", berlanjut dengan mengharuskan 

pembentukan rezim internasional di masa depan "untuk mengatur eksploitasi 

sumber daya alam bulan karena eksploitasi tersebut akan menjadi layak", 

mengingatkan pada rezim yang dibentuk untuk mengatur eksploitasi dasar laut. 

Sebagai kesimpulan, dapat dipahami bahwa negara-negara yang kurang 

berkembang percaya bahwa wilayah internasional yang ditetapkan untuk warisan 

bersama umat manusia bukan milik satu penguasa tetapi milik semua bangsa. 

Dengan menggunakan logika ini, mereka memungkinkan diri mereka untuk 

menggunakan sumber daya secara 'benar'. Di sisi lain, ini mengurangi potensi 

spesialis dan negara-negara yang memiliki modal untuk melakukan penelitian yang 

inovatif. Penelitian ini, pada akhirnya, akan menjadi warisan bersama dan 

pengembangan umat manusia. Dengan kata lain, merujuknya sebagai pendekatan 

"milik bersama", negara-negara kurang berkembang menegaskan bahwa harus ada 

pengelolaan bersama atas wilayah tersebut, dengan satu kelompok yang memiliki 

hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mendistribusikan 

sumber daya tersebut secara merata ke semua negara, terlepas dari negara mana 

yang sebenarnya mendanai upaya tersebut (baik secara ekonomi atau dengan 

mengembangkan teknologi atau keduanya)." 

 

2.2 Definisi Sumber Daya Alam 

Terdapat banyak definisi sumber daya alam dalam literatur non-hukum, sebagai 

contoh bahwa sumber daya alam yang terjadi secara alami yang berguna bagi 

manusia atau dapat berguna berdasarkan teknologi, ekonomi atau keadaan sosial 

yang diperkirakan, atau 'pasokan yang diambil dari persediaan bumi seperti 

makanan, bangunan dan bahan pakaian, pupuk, logam, air dan tenaga panas bumi'. 

Berdasarkan hal tersebut maka untuk waktu yang lama, sumber daya alam adalah 

domain dari ilmu-ilmu alam. 

Sampai saat ini, tidak ada definisi hukum yang berlaku umum untuk 'sumber 

daya alam' dalam hukum internasional. Dalam praktiknya, General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) menggunakan istilah 'sumber daya alam terbatas' 



25 
 

 

(exhaustible natural resources) (Pasal XX (g) dari GATT)¹¹ yang dalam pengertian 

hanya berkaitan dengan sumber daya cadangan (seperti mineral) saja. Di samping 

itu, beberapa perjanjian memberikan definisinya sendiri untuk sumber daya alam 

tertentu. Misalnya Pasal 2 the 1958 Convention on the Continental Shelf (Konvensi 

Landas Kontinen 1958) yang diulang dalam Pasal 77 Konvensi Hukum Laut 1982 

yang menyatakan bahwa: 

“Sumber daya alam ... terdiri dari mineral dan sumber daya non-hidup lainnya 

dari laut dan bawah tanah bersama-sama dengan organisme hidup milik spesies 

yang menetap, yang mengatakan, organisme yang, pada tahap dipanen, baik yang 

bergerak pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali dalam 

kontak fisik konstan dengan dasar laut atau lapisan tanah.” 

 

Selanjutnya dalam the 1968 African Convention on the Conservation of Nature and 

Natural Resources, istilah 'sumber daya alam' berarti 'sumber daya terbarukan', 

yaitu tanah, air, flora dan fauna. Sementara itu the 1992 Convention on Biological 

Diversity (CBD) menggunakan istilah 'sumber daya biologis' yang berarti 'sumber 

daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-

ekosistem lain dengan penggunaan aktual atau potensial atau nilai kemanusiaan'. 

Sejauh ini, upaya yang paling rinci tentang definisi sistematis dan klasifikasi 

sumber daya alam telah dibuat oleh ahli hukum Argentina, Cano, dalam laporan 

Organisasi Pangan dan Pertanian (the Food and Agriculture Organization/ FAO). 

Cano menganjurkan untuk memperlakukan seluruh sumber daya alam kompleks 

sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi dan sebagai elemen konstitusional 

lingkungan manusia dan mendefinisikan sumber daya alam sebagai 'barang alam 

fisik, sebagai lawan yang dibuat oleh manusia' (yang disebut sumber daya budaya). 

Sementara itu di tahun 1985, Rosenne mendekati masalah itu dari sudut yang 

sama, yaitu yang sumber daya yang tidak 'alami'. Dengan mengacu ke laut, ia 

menyebutkan bangkai kapal, pesawat cekung, benda arkeologi dan sejarah pulau 

buatan, serta platform minyak dapat ditambahkan. Selanjutnya, Trumpy berusaha 

untuk memperluas definisi Rosenne dan mengusulkan bahwa: “sumber daya adalah 

setiap berwujud atau tidak berwujud yang dapat digunakan secara ekonomi atau 
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untuk menciptakan nilai ekonomi, dan yang bukan merupakan produk manufaktur 

atau peralatan”. Berdasarkan hal di atas, tidak ada definisi yang memuaskan, karena 

hanya berorientasi ekonomi dan mengabaikan nilai intrinsik dari sumber daya alam 

dan integritas sistem ekologi, termasuk laut, udara, darat, dan flora dan faunanya.29 

 

2.3 Teori Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Sehubungan dengan hak kepemilikan dan kegunaan terhadap sumber daya alam di 

luar yurisdiksi nasional terdapat prinsip yang disebut dengan warisan bersama umat 

manusia (common heritage of mankinds-CHM). Prinsip CHM adalah konsep 

kontroversial yang muncul pada akhir tahun 1960-an untuk menantang konsep yang 

lebih tua yaitu res nullius dan res communis sebagai pendekatan hukum untuk 

mengatur penggunaan sumber daya bersama/umum (common resources). 

Berdasarkan prinsip res nullius, hewan liar serta tanaman yang sebagaimana 

dimasukkan ke dalam banyak sistem hukum tidak termasuk milik siapapun dan 

dapat digunakan secara bebas dan disesuaikan ketika diambil atau ditangkap. 

Sedangkan prinsip res communis menyiratkan sebaliknya, yang mana kepemilikan 

bersama akan menghalangi perampasan individu tetapi memungkinkan 

penggunaan sumber daya, misalnya untuk navigasi di laut lepas. 

Konsep CHM berbeda dari kedua konsep sebelumnya.  Hal ini karena 

dimasukkannya kata 'warisan' yang menunjukkan aspek temporal dalam 

pengamanan komunal dari daerah hukum yang tidak dapat dimiliki nasional. Saat 

ini terdapat 3 (tiga) rezim hukum khusus yang mendasarkan pada konsep ini untuk 

mengatur pemanfaatan sumber daya, yaitu: Antartika (the 1959 Antarctic Treaty-

Perjanjian Antartika 1959), Dasar Laut dalam dan Tanah di bawahnya (the deep 

seabed and its subsoil), dan Bulan (Moon Treaty). Sifat warisan bersama adalah 

sebuah bentuk kepercayaan dengan tujuan utama berupa penggunaan eksklusif 

untuk tujuan damai, pemanfaatan rasional dalam semangat konservasi, manajemen 

yang baik atau penggunaan yang bijaksana, serta transmisi untuk generasi 

mendatang. Manfaat warisan bersama dapat dibagi dengan cara melalui alokasi 

                                                             
29 Nico Schrijver, Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997), https://doi.org/10.1017/CBO9780511560118. 
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yang adil dari pendapatan, tapi ini bukan fitur penting dari konsep ini, karena 

pembagian keuntungan juga bisa berarti berbagi pengetahuan ilmiah yang diperoleh 

di daerah warisan bersama dan hal ini diterapkan untuk pemanfaatan sumber daya 

di Antartika atau di Bulan. 

Pada umumnya terdapat perbedaan pemberlakuan prinsip CHM terhadap 

ketiga wilayah hukum tersebut. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan 

tuntutan antara negara maju (dunia pertama) dan negara berkembang (dunia ketiga) 

terhadap pengaturan sumber daya alam itu. Perbedaan tuntutan tersebut terkait 

dengan hal-hal sebagai berikut: (i) Tuntutan dunia ketiga: pembagian yang adil dan 

akses ke sumber daya bersama terhadap argumen dunia pertama untuk penggunaan 

efisien yang dapat membatasi akses ke pengembang, tapi paling berkualitas yang 

pada akhirnya akan membawa manfaat yang lebih besar untuk semua orang; (ii) 

Dukungan dunia pertama: hak milik pribadi terhadap kebutuhan dunia ketiga 

berbasis argumen untuk pembagian yang adil dari barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan sosial populasi mereka; (iii) Tuntutan dunia ketiga untuk kedaulatan dan 

hak-hak privasi dalam kaitannya dengan akses dan transmisi informasi bisnis 

penting dan data sumber daya versus klaim hak dunia pertama untuk kebebasan 

informasi; dan (iv) Kepentingan dunia pertama untuk keamanan nasional dalam 

kaitannya dengan transfer teknologi dan penyalahgunaannya versus dunia ketiga: 

keinginan untuk otonomi yang lebih besar, baik secara teknis dan ekonomis, dengan 

hak partisipasi otonomi tersebut muncul dalam komunitas global. Perbedaan 

tuntutan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan dalam 

prinsip CHM sehingga kesepakatan diperoleh dengan mempertimbangkan kasus 

per kasus. 

 

2.4 Hubungan Hukum Antara Pihak Dalam Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 

dan Eksploitasi 

Dengan mengacu pada prinsip non-pemilikan (prohibition of appropriation), 

beberapa orang berpendapat bahwa klausul non-pemilikan hanya melarang 

kepemilikan tanah, bukan sumber daya yang ditemukan di dalam tanah, yang dapat 
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diambil dan dipindahkan sebagai milik pribadi.30 Pada tahun 1994, para perunding 

Hukum Laut Internasional membuat modifikasi untuk 2 (dua) pasal kunci yang 

berkaitan dengan transfer teknologi wajib dan keterbatasan produksi dasar laut yang 

akhirnya dihapus dari perjanjian itu. Meskipun demikian, Konvensi Hukum Laut 

1982 menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk tata kelola dan manajemen laut 

serta isu-isu kompleks lainnya yang pasti akan memerlukan perhatian khusus untuk 

menjaga sumber daya yang sehat, produktif, dan dapat diakses laut dalam dekade 

mendatang.31 

Berdasarkan konvensi laut 1982 laut dalam dan dasar laut tidak berada di 

bawah kedaulatan teritorial setiap negara, yang diklasifikasikan sebagai warisan 

bersama umat manusia. Daerah ini kaya akan deposit mineral, maka secara alami 

banyak negara dan swasta yang ingin menambang deposit ini. Keanggotaan dalam 

Konvensi Hukum Laut 1982 tidak terbatas pada mereka yang terlibat dalam 

eksplorasi aktif, dan masing-masing anggota memberikan satu suara. Namun 

demikian, mirip dengan Moon Treaty, Konvensi Hukum Laut 1982 menyerukan 

pembentukan sebuah badan independen untuk mengatur eksploitasi, dan Otorita 

Dasar Laut Internasional (the International Seabed Authority-ISA) pun didirikan 

untuk mengatur operasi pertambangan pada tahun 1994. ISA mengatur eksploitasi 

laut dalam dengan mengharuskan penambang untuk membayar biaya sebesar 

$500.000, bagian dari yang diberikan kepada negara-negara non-mining. 

Konsep sponsorship merupakan komponen penting dari sistem eksplorasi dan 

eksploitasi sumber daya warisan bersama. Agar memenuhi syarat untuk terlibat 

dalam kegiatan di Kawasan, perorangan dan badan hukum harus memenuhi dua 

persyaratan: 1) mereka harus warga negara dari suatu Negara Pihak atau secara 

efektif dikendalikan olehnya atau warga negaranya, dan 2) mereka harus disponsori 

oleh negara-negara tersebut. Perusahaan negara tunduk pada persyaratan memiliki 

negara sponsor yang sama. Sedangkan, negara Pihak yang terlibat dalam 

                                                             
30 Eric Husby, “Comment, Sovereignty and Property Rights in Outer Space,” J Intl L & Prac 3 

(1994): 359–70. 
31 Pascale Ehrenfreund, “Responsible Space Exploration and Use: Balancing Stakeholder Interests,” 

New Space Journal, 2013, 2. 
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penambangan dasar laut secara langsung terikat oleh kewajiban UNCLOS dan tidak 

memerlukan sponsor. 

Persyaratan sponsorship penting untuk menciptakan hubungan yang 

diperlukan antara perjanjian hukum internasional yang hanya mengikat Negara-

negara Pihak dan sistem hukum domestik, di mana Perusahaan menjadi subjeknya. 

Hubungan antara Negara Pihak dan subjek hukum domestik terdiri dari 

kewarganegaraan dan kontrol efektif, yang mengharuskan semua kontraktor dan 

pemohon kontrak untuk 'mengamankan dan mempertahankan sponsor dari Negara 

atau Negara-negara di mana mereka menjadi warga negaranya. Jika Negara lain 

atau warga negaranya menjalankan kontrol yang efektif, sponsor dari Negara 

tersebut juga diperlukan. Semua Negara yang mensponsori berada dalam situasi 

seperti itu secara tanggung renteng, kecuali ditentukan lain dalam peraturan ISA. 
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif 

(normatif legal research), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji 

penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum 

positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk 

mengikat subjek hukum.32 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

utamanya bersifat kualitatif (deskripsi atau naratif) dengan dukungan data 

kuantitatif yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer berupa 

fakta, informasi, dan pendapat dari berbagai aktor baik individu, kelompok, atau 

lembaga.33 

 

3.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif  yaitu sebagai pendekatan yang mengkonsepsi hukum sebagai norma, 

kaidah, asas atau dogma-dogma dengan mengklasifikasi dan menelaah peraturan-

peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif didukung dengan studi 

historis dan komparatif pengaturan mengenai Prinsip Warisan Bersama Umat 

Manusia. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-

sumber penelitian hukum yang dibutuhkan berupa bahan-bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder.  

 

                                                             
32 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 

35. 
33 Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai 

Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20-33, 28. 
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3.3 Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara studi 

dokumen yaitu, data yang dikumpulkan dalam studi dokumen dilakukan terhadap 

data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis yang terdapat dalam bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan obyek kajian yaitu 

kejahatan internasional baru.  

Kegiatan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-

tahap sebagai berikut: 

a) Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan sekunder), berupa 

perjanjian-perjanjian internasional : Piagam, Statuta, Deklarasi, Konvensi dan 

sebagainya, perundang-undangan, dokumen  hukum, dan literatur bidang ilmu 

pengetahuan hukum; 

b) Bahan hukum terseir, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk mapun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain. 

c) Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang 

diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa 

ketentuan pasal perjanjian internasional dan perundang-undangan, nama 

dokumen hukum, nama catatan hukum dan judulnya, nama pengarang, tahun 

penerbitan, dan halaman karya tulis bidang hukum; 

d) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah (pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan), dengan cara pengutipan atau pencatatan; 

 

Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan 

kebutuhan rumusan masalah penelitian ini..34 

 

 

 

 

                                                             
34 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54 
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3.4 Pembagian Tugas Tim Peneliti 

 

No. Nama Posisi Peran/ Tanggungjawab 
AlokasiWaktu 

(jam/minggu) 

1.  

Ketua Peneliti Ketua 

- Perumusan Konsep 

Perusahaan Internasional 

- Perancangan kerangka atau 

konsep ideal Perusahaan 

Internasional 

- Analisa teori 

10 

2.  

Anggota Peneliti Anggota 1 

- Perumusan Konsep 

- Menemukan teori hukum 

terkait Perusahaan 

Internasional. 

6 

3.  

Mahasiswa 

Anggota 2 

(mahasiswa

) 

- Perumusan Konsep  

- Menemukan teori hukum 

terkait Perusahaan 

Internasional. 

5 

4.  

Alumni 
Anggota 

Alumni 

- Perumusan Konsep 

- Menemukan teori hukum 

terkait Perusahaan 

Internasional. 

5 
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Bagan Alur Penelitian 
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3.5 Indikator Pencapaian 

Penelitian ini akan menganalisis, merumuskan, dan menawarkan pemahaman 

dan gagasan terkait pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi warisan bersama 

umat manusia di dunia atau masyarakat intternasional. Hipotesis penelitian ini 

adalah bahwa dua rezim sumberdaya warisan bersama yang pengelolaan terhadap 

hasil dari kegiatan, yakni eksplorasi dan eksploitasi memiliki kekayaan yang besar 

sehingga dibutuhkan pengaturan terhadapnya, namun hukum internasional melalu 

organisasi internasional belum memfasilitasi kemungkinan keadaan tersebut. 

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan, dan menawarkan 

pemahaman dan gagasan terkait pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi 

warisan bersama umat manusia di dunia atau masyarakat intternasional. Hal ini agar 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam dengan hak dan kewajiban 

masyarakat internasional dapat terpenuhi dengan baik, serta sebagai bentuk 

kepedulian terhadap lingkungan hidup.   
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

1.1 Urgensi Pembentukan Perusahaan Internasional Pengelola Sumber 

Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Oleh Organisasi 

Internasional 

1.1.1 ISA dan Entreprise   

Sampai  isaat   iini,  iISA  itelah  imenerbitkan  iPeraturan  itentang  iProspeksi  idan 

iEksplorasi  iuntuk  i`Nodules  iPolimetalik  idi  iarea  i(Regulations  ion  iProspecting  iand   

iExploration  ifor  iPolymetallic  iNodules  iin  ithe  iArea)  idiadopsi  i13  iJuli  i2000,  iyang   

ikemudian  idiperbarui  idan  idiadopsi  i25  iJuli  i2013;  iPeraturan  itentang  iProspeksi  idan  

iEksplorasi  iuntuk  iSulfida  iPolimetalik  idi  iDaerah  i(the  iRegulations  ion  iProspecting   

iand  iExploration  ifor  iPolymetallic  iSulphides  iin  ithe  iArea)  idiadopsi  i7  iMei  i2010,  idan   

iPeraturan  itentang  iProspeksi  idan  iEksplorasi  iuntuk  iCobalt-Rich  iCrusts  i(the   

iRegulations  ion  iProspecting  iand  iExploration  ifor  iCobalt-Rich  iCrusts)  idiadopsi  

i27  iJuli  i2012.35 

Di luar Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) N. 7, tentang 

kelestarian lingkungan, yang sebagian membahas kebutuhan untuk melindungi 

keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, MDG yang diadopsi oleh 

masyarakat internasional pada tahun 2000 tidak membuat referensi khusus 

untuk warisan atau bahkan budaya secara umum . Namun, kontribusi warisan 

untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah besar. Tentu saja, 

perlindungan properti warisan luar biasa yang dihargai oleh orang-orang di 

seluruh dunia – seperti pemandangan alam yang indah dan monumen penting 

– dapat dianggap sebagai kontribusi intrinsik bagi kesejahteraan manusia. 

Akan sulit membayangkan negara, kota, dan lanskap kita tanpa sisa-sisa masa 

lalu kita yang sudah dikenal, saksi kesinambungan melalui berlalunya waktu, 

dan kehadiran alam, untuk menginspirasi kita dengan rasa takjub dan gembira 

yang mendalam. Namun selain nilai intrinsiknya untuk generasi sekarang dan 

masa depan, Warisan Dunia – dan warisan secara umum – juga dapat 

                                                             
35 Cuyvers, Luc, Whitney Berry, Kristina Gjerde, Torsten Thiele and Caroline Wilhem, Deep Seabed 

Mining A Rising Environmental Challenge, IUCN, Gland Switzerland, in collaboration with 

Gallifrey Foundation, 2018 
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memberikan kontribusi instrumental yang penting bagi pembangunan 

berkelanjutan di berbagai dimensinya. 

Melalui berbagai barang dan jasa dan sebagai gudang pengetahuan, 

properti Warisan Dunia yang dilindungi dengan baik dapat berkontribusi 

langsung untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dengan 

menyediakan barang dan jasa dasar, seperti keamanan dan kesehatan, melalui 

tempat tinggal, akses ke udara bersih, air, makanan, dan sumber daya utama 

lainnya. Melestarikan sumber daya alam, termasuk situs luar biasa yang 

mengandung beberapa kombinasi terkaya keanekaragaman hayati darat dan 

laut, jelas merupakan kontribusi mendasar bagi kelestarian lingkungan. 

Sebagian besar situs ini, di sisi lain, telah berkembang dari waktu ke waktu 

melalui adaptasi timbal balik antara manusia dan lingkungan, dan dengan 

demikian menunjukkan bagaimana, daripada berada di alam yang terpisah dan 

paralel, keanekaragaman hayati dan budaya berinteraksi dengan dan 

mempengaruhi satu sama lain dengan cara yang kompleks. dalam semacam 

proses evolusi bersama. Sangat sering, Warisan Dunia juga merupakan aset 

penting untuk pembangunan ekonomi, dengan menarik investasi dan 

memastikan pekerjaan yang ramah lingkungan, berbasis lokal, stabil dan layak, 

hanya beberapa di antaranya yang mungkin terkait dengan pariwisata. Kegiatan 

yang terkait dengan pengelolaan warisan budaya dan alam, memang, adalah 

lokal menurut definisi (yaitu tidak dapat dilokalisasi) dan hijau “berdasarkan 

desain” karena mereka mewujudkan pola penggunaan lahan, konsumsi dan 

produksi yang lebih berkelanjutan secara intrinsik, yang dikembangkan selama 

berabad-abad. jika tidak ribuan tahun adaptasi lambat antara masyarakat dan 

lingkungan mereka. Hal ini berlaku untuk kawasan lindung alami yang kaya 

keanekaragaman hayati, tentu saja, tetapi juga untuk lanskap budaya dan kota-

kota bersejarah. Warisan Dunia, tentu saja, juga penting bagi kesejahteraan 

spiritual manusia karena dimensi simbolis dan estetikanya yang kuat. 

Pengakuan dan pelestarian keragaman warisan budaya dan alam, akses yang 

adil ke sana dan pembagian yang adil atas manfaat yang diperoleh dari 

penggunaannya, meningkatkan perasaan tempat dan memiliki, saling 
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menghormati orang lain dan rasa tujuan dan kemampuan untuk memelihara 

kebaikan bersama, yang berkontribusi pada kohesi sosial suatu komunitas serta 

kebebasan individu dan kolektif untuk memilih dan bertindak. Kemampuan 

untuk mengakses, menikmati, dan merawat warisan seseorang sangat penting 

untuk apa yang disebut oleh pemenang hadiah Nobel Amartya Sen sebagai 

“kemampuan individu untuk hidup dan menjadi apa yang mereka pilih”, yang 

merupakan komponen fundamental dari pembangunan manusia. 

Warisan yang terpelihara dengan baik juga sangat penting dalam 

mengatasi risiko yang terkait dengan bencana alam dan bencana buatan 

manusia. Pengalaman telah menunjukkan bagaimana degradasi sumber daya 

alam, daerah pedesaan yang terabaikan, perluasan kota dan konstruksi baru 

yang direkayasa dengan buruk meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap 

risiko bencana, terutama di negara-negara miskin. Di sisi lain, lingkungan alam 

dan sejarah yang terpelihara dengan baik, berdasarkan pengetahuan dan 

keterampilan tradisional, sangat mengurangi faktor risiko bencana yang 

mendasarinya, memperkuat ketahanan masyarakat dan menyelamatkan nyawa. 

Selain itu, pada saat krisis, akses ke dan perawatan terhadap warisan dapat 

membantu orang-orang yang rentan memulihkan rasa kontinuitas, martabat, 

dan pemberdayaan. Dalam situasi konflik dan pasca-konflik, khususnya, 

pengakuan dan pelestarian warisan, berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan 

bersama, dapat mendorong saling pengakuan, toleransi dan rasa hormat di 

antara komunitas yang berbeda, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan 

masyarakat yang damai. 

Dalam  ipengaturan  itersebut   iProspeksi  idan  iEksplorasi  idiatur  iadanya   

iSertifikat   iSponsor,   idimana  isetiap   iaplikasi  ioleh  iperusahaan  inegara  iatau  isalah  isatu   

ientitas  iharus  idisertai  idengan  isertifikat   isponsor  iyang  idikeluarkan  ioleh  iNegara   

iyang   imerupakan  iwarga   inegara  inasional  iatau  inegara  iwarga  inegara   iatau  inegara   

idikontrol  isecara  iefektif.   i

36Seperti  idalam  ikasus  ikemitraan  iatau  ikonsorsium  ientitas   

idari  ilebih  idari  isatu  iNegara,  isetiap  iNegara  iyang  iterlibat   iharus  imengeluarkan  

                                                             
36 Departemen Kelautan dan Perikanan, Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional, 

(Sekretariat Jenderal DKP: 2006), 
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isertifikat   isponsor.   iApabila  ipemohon  imemiliki  ikewarganegaraan  idari  isatu  

iNegara  itetapi  isecara  iefektif  idikendalikan  ioleh  iNegara  ilain  iatau  iwarga  inegaranya,   

imasing-masing  iNegara  iyang  iterlibat   iharus  imengeluarkan  isertifikat   isponsor.  

iSetiap  isertifikat   isponsor  iharus  iditandatangani  isebagaimana  imestinya  iatas  inama   

iNegara  idimana  idokumen  iitu  idiserahkan  idan  imemuat:37 

a. Nama  ipemohon;  i 

b. Nama  iNegara  isponsor;  i 

c. Pernyataan  ibahwa  ipemohon  iadalah:  iWarga  inegara  idari  iNegara   

isponsor;  iatau  itunduk  ipada  ikontrol  iefektif  iNegara  isponsor  iatau  iwarga  

inegaranya;  i 

d. Pernyataan  ioleh  iNegara  isponsor  ibahwa  iitu  imensponsori  ipemohon; 

e. Tanggal  ipenyimpanan  ioleh  iNegara  isponsor  idari  iinstrumennya   

iratifikasi,   iatau  iaksesi  iatau  isuksesi,   ikonvensi;  i 

f. Pernyataan  ibahwa  iNegara  isponsor  ibertanggung  ijawab  isesuai  idengan  

ipasal  i139,   ipasal  i153,  iparagraf  i4,  idan  iLampiran  iIII,  ipasal  i4,  iparagraf  i4   

iKonvensi  iUNCLOUS  i1982. 

Dari  ipengaturan  itersebut   iterlihat   ipentingnya   iperan  idan  itanggung  ijawab   

inegara  isponsor,   itermasuk   iIndonesia  isebagai  inegara   ipantai.   iSehingga  ipengaturan  

idalam  ipemberian  isertifikat   isponsor  ikepada  iwarga  inegara  iatau  iperusahaan  iyang   

imeminta  iIndonesia  isebagai  inegara  isponsor  iperlu  idi  idiatur  idengan  icermat.   iUntuk  

iitu  iperlu  idikaji  ibagaimana  ipengaturan  iExplorasi  idan  iExplotasi  ipertambangan  idi  

iArea   iDasar  iLaut   iInternasional.   iSedangkan  iwilayah  ibebas   i(Globa  iCommon)   

iterkait   iArea   iDasar  iLaut   iInternasional  ibelum  iada  ipengaturan.   iDari  ikajian  idiatas   

idapat   idisimpulkan  ibahwa  ipengaturan  ikhusus  iterkait   idengan  iPertambangan  iArea   

iDasar  iLaut   iInternasional  ibelum  idiatur  isecara  ispesifik,   ipengaturan  isecara  iumum  

itelah  idiatur  idalam  iUndangUndang  iUndang-Undang  iNomor  i32  iTahun  i2014   

itentang  iKelautan,   itetapi  ibelum  isecara  ispesifik  imembahas  imengenai  

iPertambangan  iatau  iEksploradi  idan  iEksploitasi  iArea  iDasar  iLaut   iInternasional.   

                                                             
37 Purwaka, T.H., Indonesian Interisland Shipping: An Assessment Of The Relationship Of 

Government Policies And Quality Of Shipping Services (Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 

1989) 
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iSedangkan  iratifikasi  iUNCLOS  i1982  idengan  iUndang-Undang  iNomor  i17  iTahun  

i1985  iTentang  iPengesahan  iUnited   iNations  iConvention  ion  iThe  iLaw  iof   iThe  iSea   

i(Konvensi  iPerserikatan  iBangsa-Bangsa  iTentang  iHukum  iLaut)  idan  iUndang   

ihanya   imemberikan  igambaran  iumum  iyang  iperlu  iditindak  ilanjuti  idalam  iUndang-

Undang  iSektor  iPertambangan.38 

Sehingga  idilihat   idari  iaspek  ipengaturan  imaka  iperlu  iuntuk  idiatur  imengenai  

iEksplorasidan  iEksploitasi  iArea   iDasar  iLaut   iInternasional  iyang  iakan  imenjadi  

idasar  idalam  imengatur  i mekanisme   iatau  itata  icara  iIndonesia  imenjadi  inegara  

isponsor  iapabila  iterdapat   iwarga  inegara  iatau  iperusahaan  iyang  imengajukan  

ipermohonan  iuntuk  imelakukan  ikegiatan  idi  iArea  iDasar  iLaut   iInternasional  iyang   

iterkait   idengan  iIndonesai  isebagai  inegara  ipantai.   iUrgensi  ipengaturan  imengenai  

iEksplorasi  idan  iEksploitasi  iArea  iDasar  iLaut   iInternasional  iselain  iadanya  idasar   

idalam  imemproses  ipermohonan  iuntuk  idisponsori  ioleh  iIndonesia  ijuga  ibertujuan  

ibahwa  ipemohon  ijuga  imampu  imelaksanakan  ikegiatan  idengan  imenjaga  iuntuk  

itidak  iterjadinya  ipencemaran  iyang  idapat   iberakibat   ibagi  iIndonesia.   iDengan  

iadanya  ipengaturan  itersebut   imaka  iIndonesia  idapat   imelakukan  iperan  ipencegahan  

idan  isekaligus  ipengawasan  idalam  iproses  ikegiatan  ipertambangan  iyang   

idilakukan.39 

Selanjutnya  iyang   iperlu  iuntuk  idibahas  iadalah  imengenai  iruang   ilingkup   

ipengaturan.   IPerlu  idibahas  iterlebih  idahulu   iprinsip   idilakukan  idengan  ipendekatan  

iputusan  iMK  imaka  inegara  idalam  ipengelolaan  isumber  idaya   ialam  idi  iwilayah   

ikedaulatan  iberhak   iuntuk  imengadakan  i5   ihal,   iyaitu: iFungsi  ikebijakan  i(beleid),   

iFungsi  ipengurusan  i(bestuursdaad),  iFungsi  ipengaturan  i(regelendaad),  iFungsi  

ipengelolaan  i(beheersdaad),  idan  iFungsi  ipengawasan  i(toezichthoudensdaad).40
  

iDikaitkan  idengan  ipengelolaan  idi  iArea  iDasar  iLaut  iInternasional  imaka  isecara   

iprinsip  ibeberapa  ifungsi  itersebut   imenjadi  ikewenangan  idari  iISA,  isebagai  iotoritas   

itunggal  idalam  ipengelola  iarea.  iTetapi  iuntuk  ikepentingan  inasional  imaka  ibeberapa   

                                                             
38 Dieriks Verschoor, An Introduction to SpaceLaw, Kluwer Law and Taxation Publishers, BOuter 

Space Treatyon, 1993, hlm. 98 
39 Ibid 
40 Juajir Sumardi, Hukum Ruang Angkasa Suatu Pengantar, PI Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, 

hlm. 48. 
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ifungsi  itersebut   itetap  iharus  idi  ijadikan  ipegangan  ioleh  inegara,  iyaitu  ifungsi  

ipengurusan  i(bestuursdaad),  ifungsi  ipengaturan  i(regelendaad),  ifungsi  

ipengelolaan  i(beheersdaad),  idan  ifungsi  ipengawasan  i(toezichthoudensdaad).   

iKhusus  iterkait   ifungsi  ikebijakan  i(beleid)  imerupakan  ikewenangan  iyang  idimiliki  

ioleh  iISA.  iBerdasarkan  ikeempat   iprinsip   itersebut   imaka  imenentukan  iarah  imateri  

ipengaturan  iyang  imenempatkan  iIndonesia  isebagai  inegara  iberdaulat   iyang  iapabila   

iberhadapan  idengan  ipihak  iketiga   iyang  iakan  imelakukan  ipertambangan  imaka  iakan  

imenggunakan  iprinsip   iperizinan  ibukan  imenggunakan  ikontrak  iyang   

imenempatkan  inegara  isetara  idengan  ipihak  iketiga   itersebut.41 

Obyek  imateri  ipengaturan  iakan  iterkait   iterkait   idengan  ipertambangan.   iDalam  

ipertambangan  iterdapat   idua  ihal  iyang  ipenting  iuntuk  idiatur  iterkait   idengan  ikegiatan  

ipertambangan  iyaitu  ikegiatan  ieksplorasi  iyaitu  imencari  ilokasi  ipotensial  iyang   

imengandung  imineral.   iDan  ikegiatan  ikedua  iadalah  ikegiatan  ieksplorasi  iatau   

idisebut   ijuga  idengan  ikegiatan  iproduksi  iyaitu  imengambil  imineral  idari  ilokasi  iyang   

isudah  iditentukan.   iSehingga  iterdapat   idua  isubstansi  iyang  iperlu  idiatur  iyaitu   

isubstansi  iizin  ieksplorasi  idan  iizin  ieksploitasi  ipertambangan.42
  iSebagaimana  itelah  

idijelaskan  ibahwa   iposisi  inegara  iIndonesia  imerupakan  inegara  iyang  iakan  idiminta   

isebagai  inegara  isponsor  idalam  ikegiatan  iexplorasi  idan  iexplotasi  ipertambangan  idi  

iArea  iDasar  iLaut   iInternasional.   iSehingga  iterdapat   itiga  ipihak,   iyaitu  ipertama,   iISA  

isebagai  ipemegang  ikewenangan  idalam  imemberikan  iizin  iuntuk  imelakukan  

ikegiatan  ipertambangan;  ikedua,  inegara  isponsor  iseperti  iIndonesia  iyang   ijuga   

imerupakan  ianggota  iISA;  iketiga,   iPemohon  iyaitu  isuatu  iNegara  ioleh  iotoritas  iyang   

iditunjuk  iuntuk  itujuan  iitu  iolehnya,   isuatu  ientitas  ioleh  iperwakilan  iyang  iditunjuk   

iatau  iotoritas  iyang  iditunjuk  iuntuk  itujuan  iitu  ioleh  iNegara  iatau  iNegara  isponsor,   idan  

isuatu  iPerusahaan,   ioleh  iotoritas  ikompetennya.   iUntuk  iitu  iperlu  idiatur  iPihak   iyang   

idapat   imengajukan  ipermohonan  ikepada  iIndonesia  iuntuk  imenjadi  inegara  isponsor.   

iSebagai  inegara  isponsor  imaka  iIndonesia   imempunyai  ikewenangan  iuntuk  

                                                             
41 Ibid 
42 Martin Dixon, Intemational Law, Blackstone Press Limited, London, 1996, hlm.150 
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imemberikan  iizin,   idalam  imemberikan  iizin  iperlu   idiatur  ibagaimana   isyarat   idalam  

ipemberian  iizin  itersebut,   idiantaranya  iadalah:43 

a. Analisis   iterhadap  ilokasi  iPertambangan  idi  iArea  iDasar  iLaut   

iInternasional  iyang  isesuai  idengan  iaturan  iISA.   i 

b. Kemampuan  idari  ipemohon  iuntuk  imelakukan  ikegiatan  

ipertambangan  itermasuk  imodal  idan  iteknologi,   ipersyaratan  itersebut   

iuntuk  imelihat   ikeseriusan  idan  ikemampuan  ipemohon  idalam  

imelaksanakan  ipertambangan  idi  iarea.  i 

c. Analisi  iDampak  iLingkungan  i(AMDAL),   iuntuk  imenjaga  itidak   

iterjadinya  ipencemaran  ilingkungan  iataupun  ilangkah  ilangkah  

iapabila   iterjadi  ipencemaran  isehingga  idapat   imencegah  ikerusakan  

iyang   ilebih  ibesar  idan  imeluas  iterhadap  ilingkungan.   i 

d. Hak  idan  iKewajiban  iPemohon  idan  iNegara  iSponsor  idiantaranya   

imenerima   iroyalti  idan  ipengawasan  iterhadap  ikegiatan  

ipertambangan. 

Pengaturan  ilain  iadalah  iterkait   ikerahasiaan  iinformasi,   iatau  ilarangan  iterhadap   

ipenerima   iizin  ikhususnya  idalam  imemberikan  iinformasi  ikepada   ipihak  ilain  ikarena   

iinformasi  iterhadap  ipelaksanaan  iharus  imenjadi  iinformasi  ikhusus  iyang  ihanya  ibisa   

idiakses   ioleh  inegara  isponsor  idan  iISA.  i

44Larangan  ijuga  iharus  idi  iberikan  iapabila   

ipemohon  imelakukan  ipertambangan  idiluar  idari  ipermohonan  iizin  iyang   idiajukan.   

iPengaturan  ikewenangan  iinstansi  iyang  iakan  imenerima  idan  imemeriksa   

ipermohonan.   iSehingga  imenjadi  ijelas  ipenangguang  ijawab  iatas  ipermohonan  iyang   

idiajukan,   idan  ijuga  iakan  imelakuka  ipemeriksaan  iterhadap  isyarat   iadministratif,   

imenentukan  iapakah  ipermohonan  iditerima   iatau  itidak  idan  imengeluarkan  iizin   

ipertambangan,   iinstansi  ijuga  idiberikan  ikewenangan  imelakukan  ipengawasan  

iterhadap  ikegiatan  ipertambangan  iserta  iberwenang  imelakukan  ipembatalan  iizin.   

iPengaturan  itersebut   imerupakan  ipengaturan  iminimum  iyang  idapat   idiatur  idalam  

iundang-undang,   iuntuk  ipengaturan  iteknis  iseperti  itata  icara  ipemeriksaan  

                                                             
43 Sri Wartini, Pertanggungjawaban Negara Dalam Kegiatan Komersiil Ruang Angkasa Yang 

Dilakukan Oleh Perusahaan Swasta, Jurnal Hukum. NO. 28 VOL. 12 JANUARI2005, hlm. 118. 
44 Ibid 
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ipermohonan  iatau  iteknis  ipengawasan  idapat   ididelegasikan  imelalui  iperaturan  

iteknis  iseperti  iperaturan  ipemerintah  ikarena  iakan  imelibatkan  ibeberapa   

ikementerian. 

 

1.1.2 Diskursus Pembentukan Perusahaan Internasional Sebagai 

Pengelola Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia di 

Ruang Angkasa 

Selama berabad-abad, umat manusia percaya bahwa lautan yang luas dan 

misterius berada di luar kekuatan kita untuk membahayakan. Hari ini, kita 

mengetahui kebenarannya: penangkapan ikan secara intensif, perburuan paus, 

dan pembuangan limbah selama beberapa generasi telah merusak integritas 

ekosistem laut yang rapuh, dan perubahan iklim akibat ulah manusia kini 

mengancam kehancurannya. Saat Negara merundingkan rezim hukum baru 

untuk mengatur konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman 

hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional (ABNJ), mereka memiliki 

kesempatan untuk menetapkan arah baru bagi perlindungan ekosistem di luar 

batas nasional. Perjanjian pelaksanaan yang baru dapat membuat pernyataan 

lingkungan dan sosial yang kuat, dan meletakkan dasar untuk perbaikan 

regulasi kegiatan di ruang yang sebelumnya kurang diatur, dengan menegaskan 

kembali konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati 

laut di ABNJ sebagai “keprihatinan bersama umat manusia. ” Bahasa ini akan 

menjalin hubungan yang bermakna, logis, dan perlu antara Konvensi PBB 

tentang Hukum Laut (UNCLOS), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), 

dan upaya internasional untuk memerangi perubahan iklim. Pada bulan 

Desember 2015, 196 negara menyetujui Perjanjian Paris, yang menegaskan 

kembali pernyataan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 

(UNFCCC) tahun 1992 bahwa perubahan iklim adalah “keprihatinan bersama 

umat manusia.” Meskipun Perjanjian Paris tidak dirancang untuk mengatasi 

kesenjangan tata kelola di laut lepas, Pasal 5 menetapkan bahwa semua Pihak 

harus mengambil tindakan untuk melestarikan dan meningkatkan lautan 

sebagai penyerap gas rumah kaca. Komunitas internasional sekarang 
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menemukan dirinya pada saat yang kritis untuk membangun keberhasilan 

Perjanjian Paris. 

Konsep “kepedulian bersama umat manusia”, atau CCH, menyediakan 

kerangka kerja untuk mendekati masalah global. Sarjana hukum internasional 

Dinah Shelton menjelaskan bahwa “masalah yang menjadi perhatian bersama 

adalah masalah yang tak terhindarkan melampaui batas-batas satu negara dan 

membutuhkan tindakan kolektif sebagai tanggapan.”1 Model CCH sangat 

cocok untuk masalah lingkungan, yang tidak menghormati batas-batas 

nasional. Paling tidak, penunjukan CCH mengungkapkan perlunya kerja sama 

internasional melalui institusi global yang kuat untuk menghadapi masalah 

bersama. Di mana muncul, CCH telah memupuk kerja sama internasional yang 

kreatif dan mekanisme kepatuhan. Badan-badan administratif atau 

pemerintahan internasional yang bertindak atas isu-isu yang menjadi perhatian 

bersama harus sama-sama bertanggung jawab kepada semua negara anggota, 

karena sifat masalah yang sama. Perhatian bersama dari konsep umat manusia 

terkait dengan, tetapi berbeda dari, prinsip warisan bersama umat manusia. 

Konsep warisan bersama umat manusia umumnya berlaku untuk wilayah 

geografis atau sumber daya, sedangkan konsep kepedulian bersama umat 

manusia berlaku untuk isu-isu tertentu. Kerangka warisan bersama lebih cocok 

untuk mengelola eksploitasi berkelanjutan sumber daya bersama, sedangkan 

kerangka kerja CCH memberikan dasar untuk melindungi sumber daya 

bersama yang terancam oleh masalah global. Masalah yang menjadi perhatian 

bersama hampir secara definisi adalah masalah yang akan memiliki efek 

merugikan jangka panjang, berpotensi menghancurkan generasi mendatang. 

Oleh karena itu, CCH mencakup fokus yang kuat pada kesetaraan 

antargenerasi. Faktanya, selama negosiasi untuk Konvensi Keanekaragaman 

Hayati, para perunding mendarat pada frasa “keprihatinan bersama umat 

manusia” sebagian karena, dalam pandangan mereka, “itu menyiratkan 

kesetaraan antargenerasi dan pembagian beban yang adil. 

Negosiasi untuk CBD pertama kali menghasilkan istilah "keprihatinan 

bersama umat manusia," ekspresi baru dari rasa tanggung jawab bersama untuk 
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masalah lingkungan global. Dalam laporan pertamanya ke PBB, dirilis pada 

November 1989, kelompok kerja yang ditugaskan untuk menyelidiki 

kemungkinan konvensi keanekaragaman hayati “tidak mencapai konsensus 

tentang gagasan keanekaragaman hayati sebagai sumber daya bersama umat 

manusia, beberapa delegasi menekankan prinsip kedaulatan negara atas sumber 

daya alamnya”. Laporan kedua kelompok kerja mengungkapkan resistensi 

yang berkelanjutan terhadap rezim “warisan bersama” untuk keanekaragaman 

hayati, tetapi juga menumbuhkan konsensus seputar perlunya semacam model 

konservasi bersama: “Konsep 'tanggung jawab bersama' untuk konservasi dan 

pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati harus dikembangkan untuk 

berfungsi sebagai definisi yang memadai untuk sebagian besar wilayah, dengan 

mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara 

kepentingan sosial-ekonomi yang berbeda.”17 Dalam sesi ketiga kelompok 

kerja pada musim panas 1990, para delegasi mengemukakan kemungkinan 

menggunakan “kepentingan bersama atau keprihatinan” alih-alih “warisan 

bersama” untuk merujuk pada keanekaragaman hayati.18 Pada November 

1990, Kelompok Kerja Ahli Hukum dan Teknis yang baru sedang merancang 

instrumen hukum yang mungkin, mengusulkan variasi pada tema untuk 

dimasukkan: “Keanekaragaman hayati sebagai (warisan umat manusia) 

mrerupakan tanggung jawab bersama umat manusia kepentingan bersama umat 

manusia”. Akhirnya, kelompok itu mendarat di “kepedulian bersama umat 

manusia,” menemukan frasa tersebut mengungkapkan nilai-nilai inti yang 

menjiwai Konvensi. Perlu mengutip panjang lebar penjelasan kelompok kerja 

hukum tentang pentingnya konsep tersebut: Direktur Eksekutif memberikan 

perhatian pada empat masalah kompleks yang dicakup oleh rancangan 

konvensi yang sangat penting: yang pertama menyangkut prinsip dasar bahwa 

konservasi keanekaragaman hayati menjadi perhatian bersama semua orang. 

Prinsip ini menuntut partisipasi semua negara dan semua orang dalam 

kemitraan global. Ini menyiratkan kesetaraan antargenerasi dan pembagian 

beban yang adil. Keprihatinan bersama menyerukan keseimbangan antara hak 
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berdaulat negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka dan 

kepentingan masyarakat internasional dalam perlindungan lingkungan global. 

Hukum  imemberikan  iperlindungan  idan  ikepastian  ikepada  imanusia   

isebagai  imakhluk   isosial  iyang  itidak  ibisa   ihidup   isendiri,   isehingga   ihukum  iberlaku   idi  

idalam  isuatu  imasyarakat   iyang  iutuh  iatau  ihukum  ibaru  imulai  iberlaku  ibaik  iitu  itertulis   

iatau  itidak  itertulis   idalam  ikehidupan  ilebih  idari  isatu  iorang   iatau  isetidaknya  idua   

iorang  iatau  ilebih.  iSalah  isatu  itugas  idari  iinstrumen  ihukum  iyaitu  iuntuk  imelindungi  

iWarga  iIndonesia  idari  iancaman  iapapun,  isalah  isatunya  iadalah  imengenai  

iperlindungan  ihukum  iinternasional  ibagi  iawak   ipesawat   iangkasa  iyang  imelakukan   

ikomersialisasi  iruang  iangkasa  ioleh  iperusahaan  iinternasional  idikaitkan  idengan  

ispace  itreaty.   iBerkaitan  idengan  ikegiatan  ikomersialisasi  iruang  iangkasa  iyang   

idilakukan  ioleh  iperusahaan  iswasta  idi  isuatu  inegara,   ijelas  idalam  ikegiatan  iini  inegara   

itidak  imelarang,   ijustru  inegara  imemberikan  ifasilitas  ibaik  iitu  iberupa  ibantuan  

imodal  imaupun  ipembuatan  iperaturan  iuntuk  imengatur  ikegiatan  itersebut   

isebagaimana  iyang  idilakukan  idi  iUSA.  i

45Dengan  idemikian  idapat   idisimpulkan  

ibahwa  ikegiatan  iruang  iangkasa  iyang  idilakukan  ioleh  iperusahaan  iswasta  idi  isuatu  

inegara  iakan  imemunculkan  itanggung  ijawab  inegara  ikalau  ikegiatan  itersebut   

imerugikan  inegara  ilain.  i

46 

Ketentuan  iSpace   iTreaty  ipasal  iV   isecara  iprinsip  imemang   itidak   imelarang   

ikegiatan  ikomersil.   iSelain  iitu  idalam  ipasal  iini  ijuga  imembebankan  ikewajiban  

ikepada  inegara  iuntuk  ibertanggung  ijawab  iterhadap  ikegiatan  iruang  iangkasa  idi  

inegaranya  itanpa  imembedakan  iapakah  ikegiatan  itersebut   idilakukan  ioleh  inegara   

iatau  ioleh  iswasta.  iSedangkan  iketentuan  iyang  ilebih  iketat   iialah  iketentuan  itentang   

ijurisdiksi  inegara  iterhadap  iterhadap  iobjek-objek  iyang  idiluncurkan  ike  iruang   

iangkasa,   idemikian  ijuga  ikalau   imuncul  itanggung   ijawab,  imaka   itanggung  ijawab  iini  

imenjadi  itanggung  ijawab  inegara.47 

                                                             
45 Aryuni Yuliantiningsih, Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) 

Menurut Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2011, 

hlm. 562. 
46 Ibid 
47 Neni Ruhaeni, 2014, Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum 

Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan, Jurnal Hukum IUS QUIA 

IUSTUM NO. 3 VOL. 21 JULI 2014: 335 – 355 
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Komersialisasi  iruang   iangkasa  ihanya  idilakukan  ioleh  inegara,  iakan  itetapi  

idalam  iperkembangannya  ibanyak  iperusahaan  iswasta  iyang  iberpartisipasi  idalam  

ikegiatan  iini,  ikhususnya  idi  inegara-negara  imaju.   iKompetisi  iyang   iketat   iterjadi  

iantara  iAmerika  iSerikat,   iEropa  idan  iChina,  ibahkan  iChina  idapat   imenawarkan   

iharga  iyang  ipaling  irendah  idiantara  ipesaing  iyang  ilain,  imisalnya   idalam  ipenyediaan  

ifasilitas  ipeluncuran.   iWahyuni  iBahar,   imenyatakan  ibahwa  i:  i“Pemanfaatan  iruang   

iangkasa  iuntuk  itujuan  ikomersil  iini  imempakan  isuatu  ikegiatan  iyang  idilakukan  ibaik   

ioleh  ibadanbadan  ipemerintah  imaupun  iswasta  iyang  ibertujuan  iuntuk  imemperoleh  

ikeuntungan  isecara  iekonomis.”  i

48Kegiatan  ikomersil  iyang  idilakukan  iantara  ilain   

ipeluncuran  isatelit   ikomunikasi,   ipenginderaan  ijarak  ijauh,   isistem  itransportasi  

iruang   iangkasa,   ipertambangan,   idan  ipenyiaran  ilangsung   imelalui  isatelit.   iJuajir   

iSumardi,   imenyatakan  ibahwa  i:  iDari  iberbagai  ikegiatan  ikomersiil  itersebut,   

ikomunikasi,   ipenginderaan  ijarak  ijauh  idan  isistem  itransportasi  ikhususnya  iwahana   

ipeluncuran,   itelah  ibergerak  imaju  imendahului  iaktivitas  iyang  ilain.”   i

49 

Jasa  ikomunikasi  imelalui  isatelit   isangat   idibutuhkan  ioleh  imereka  iyang   

ibergerak  idibidang  ikeuangan,  ipenerbitan,   ihiburan,   ipengolahan  idata,  ihukum  idan  

iperiklanan.   iMartin  iDixon,  imenyatakan  ibahwa  i:  iPemanfaatan  isumber  idaya   iruang   

iangkasa   iuntuk  ikepentingan  ikomersil  isampai  isaat   iini  imasih  ididominasi  ioleh  

inegara-negara  imaju,   iwalupun  imenurut   iSpace  iTreaty  iruang  iangkasa  imerupakan  

iwarisan  ibersama  iumat   imanusia  i(common  iheritage  iof  imankind)  idimana  isetiap   

inegara  iberhak  iuntuk  imelakukan  iekploitasi  idi  iruang  iangkasa,   idan  itidak  isatu  

inegarapun  idi  idunia  iIni  iyang  iberhak  iuntuk  imenyatakan  ikedaulatannya  idi  iruang   

iangkasa.”  iNegara  iberkembang  ibelum  idapat   imenggunakan  ihaknya  ikarena   

iketerbatasan  iteknologi,   ifinansial  idan  ihuman  iresourses.   iSedangkan  idampak   

ikegiatan  iruang  iangkasa   iseperti  iradiasi  iyang  idiakibatkan  ioleh  ijatuhnya   ipesawat   

iruang  iangkasa  itidak   ihanya   iakan  ididerita  ioleh  inegara  imaju,   itetapi  ijuga   ididerita   

ioleh  inegara  iberkembang.   iPengaturan  iangkasa  iluar  iini  idirasakan  iperlu  idan  iharus   

idiatur,   isejak   iUni  iSoviet   imeluncurkan  isatelit   ibumi  ipertamanya   ipada  i1957.  iHal  

                                                             
48 Elise Epperson Crow, 2012, Waste and Management in Space Addressing the Challenge of Orbital 

Debris, 18 Southwestern Journal of International Law 707, (2012) 
49 I.H. Ph. Diederiks-Verschoor, 1993, An Introduction To Space Law, Kluwer and Law Taxation, 

Deventer 
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iinilah  iyang   imembuat   ieksplorasi  iruang   iangkasa   itelah  iberkembang  idengan  

ikecepatan  iyang  iterus  imeningkat.   i

50 

Hadirnya  ieksplorasi  iruang  iangkasa  iyang  itelah  idilakukan  iini  itelah  

imenimbulkan  iberbagai  imacam  iinformasi  imengenai  iruang  iangkasa.   iBahan  

ipenelitian  idikumpulkan  imengenai  iberagam  ihal  iseperti  isumber  idaya  ibumi,   

ikegiatan  iionosfer,   iradiasi  imatahari,   isinar  ikosmik  idan  istruktur  iumum  iformasi  

iplanet   idan  iruang  iangkasa  itelah  imendorong  iupaya  ilebih  ilanjut   iuntuk  imemahami  

ikarakteristik   iruang   iangkasa   idan  ijagat   iraya.  imelampaui  igaris   iyang  imemisahkan  

iruang   iudara   idari  iruang  iangkasa,   inegara-negara  itelah  isepakat   iuntuk   

imemberlakukan  iprinsip  ihukum  iinternasional  ires  icommunis.  iSehingga,  itidak  iada   

ibagian  iangkasa  iluar  iyang  iboleh  idikhususkan  iuntuk  ikedaulatan  inegara  iataupun  

iindividu.   iHal  iini  itelah  iditegaskan  idalam  isejumlah  iresolusi  iMajelis  iUmum  isetelah  

imunculnya  iera  isatelit   ipada  iakhir  i1950-an.  i

51Sebagai  icontoh,   iResolusi  iMajelis   

iUmum  iPBB  i1962  i(XVII),   iyang  idiadopsi  ipada  i1963  idan  idiberi  ijudul  iDeklarasi  

iPrinsip  iHukum  iyang  imengatur  ikegiatan  inegara  idalam  ieksplorasi  idan  

ipenggunaan  iantariksa,   imenggariskan  iprinsip  ihukum  iyang  ibisa  idiberlakukan  

imencakup  isejumlah  iketentuan.  iKetentuan  itersebut   iberisi  ibahwa  iangkasa  iluar  idan  

ibenda  iangkasa  ibebas  idieksplorasi  idan  idigunakan  ioleh  isemua  inegara  iberdasarkan  

ikesetaraan  idan  isesuai  idengan  ihukum  iinternasional.   iKetentuan  itersebut   ijuga   

imengatur  ibahwa  iangkasa  iluar  idan  ibenda  ilangit   itidak  ibisa  idikenai  ipenguasaan   

inasional  idengan  icara  iapa  ipun.52 

Dengan  idemikian  iperlu  iadanya  isuatu  iperlindungan  ihukum  ibagi  

inegaranegara  iberkembang  iyang  imerupakan  ikorban  ipotensial  idari  ikegiatan  iruang   

iangkasa,   iapalagi  idengan  iterlibatnya  ipihak  iswasta  idalam  ikegiatan  ikomersiil,   

imaka  ikuantitas  ikegiatan  isemakin  ibertambah  idan  itentu  isaja   ipotensi  iresikonya   

ijuga  isemakin  ibertambah  ibesar.   iAkan  itetapi  ibila  idilihat   iketentuan  iinternasional  

iyang  imengatur  ikegiatan  iruang  iangkasa  isebagaimana  iyang  itertuang  idalam  iSpace   

iTreaty  imaupun  iLiability  iConvention   itahun  i1972   ihanya   imengatur  ikegiatan  iyang   

                                                             
50 E. Suherman, 1983, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Alumni, Bandung. Hlm. 63 
51 J. A Vedda, 2006, Study of liability Risk-Sharing Regime in The United States of America for 

Commercial Space Tranportration, Volpe Nat’l Transportation System Center, Cambridge 
52 Ibid 
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idilakukan  ioleh  inegara,   isedangkan  ikegiatan  iyang  idilakukan  ioleh  iperusahaan  

iswasta  ibelum  idiatur  isecara  ijelas.   iWahyuni  iBahar,   imenyatakan  ibahwa   i:  i“Kegiatan  

ikomersil  iruang   iangkasa  isama   idengan  ikegiatan  iruang  iangkasa   ilain  iyang  idiatur  

idalam  iSpace  iTreaty,  isehingga  ikegiatan  itersebut   ijuga  imerupakan  iobyek  iyang   

idiatur  idalam  iSpace   iTreaty.  iSemua  inegara  iyang  itelah  imeratifikasi  iterikat   ioleh  

iketentuan  iyang  idimuat   idalam  iSpace   iTreaty.”  iIstilah  ikomersialisasi  iruang   

iangkasa   imemang  itidak  isecara  ijelas  idi  imuat   idalam  iSpace  iTreaty,   iakan  itetapi  

isecara  iumum  ikegiatan  ikomersialisasi  iini  idapat   idiartikan  isegala  imacam  ibentuk  

iaktivitas  iyang  iberhubungan  idengan  iruang  iangkasa  iuntuk  imemperoleh   

ikeuntungan,   iSebelum  ilebih  imendetail  imembahas  imasalah  ikomersialisasi  iruang   

iangkasa,   iseharunya  iperlu  idiperjelas  imengenai  ikonsep  i"komersialisasi".   i

53 

Pada  isaat   iini  iada  ikecenderungan  iyang  imembingungkan  iantara  ikomersialisasi  

idan  iprivatisasi.   iKomersialisasi  iberarti  i"menjual"  i(sale),  iadanya  iunsur   

ikeuntungan,   ikarena  iadanya  itransaksi  ibarang  idan  ijasa  idari  ipenjual  ikepada   

ipembeli.   iSubyek  idalam  ikomersialisasi  itidak  ihanya  iperusahaan  iswasta,   itetapi  

ijuga   inegara  idan  iOrganisasi  iInternasional.   iSedangkan  iswastanisasi  

i(privatization),  iberarti  iadanya  iperubahan  ikepemilikan  idan  ioperasional  idari  

inegara  ikepada   ipihak   iswasta.  iSecara  ikonseptual,   ikomersialisasi  idan  iprivatisasi  

idalah  idua  ihal  iyang  iberbeda.  iOleh  ikarena  iitu,   iharus  idipahami  isecara  ijelas  idalam  

irangka   iuntuk  iperlindungan  ikeamanan  inasional  idan  ipelaksanaan  itanggung  ijawab  

inegara  iterhadap  ikegiatan  iruang  iangkasa  iyang  idilakukan  ioleh  ipihak  iswasta.  

iKomersil  iluar  iangkasa  iadalah  ikegiatan  iyang  imelakukan  iperjalanan  ikeluar   

iangkasa  iuntuk  ikeperluan  irekreasi,   idan  ibisnis.   iAda  ibeberapa  ijenis  iwisata   

iantariksa,   itermasuk  iorbital,   isub  iorbital  idan  iwisata  iruang  ilunar.  iKomersialisasi  

iruang  iangkasa  iyang  imelibatkan  isektor  iswasta  isemakin  imeningkat,   iterutama  idi  

inegara-negara  imaju,   inamun  idemikian  iperangkat   ihukum  iyang  imengaturnya   

ibelum  itersedia.   iHal  iini  idapat   imenimbulkan  isuatu  ipermasalahan  ihukum  itersendiri  

idalam  ikegiatan  iruang   iangkasa.   iKegiatan  iruang   iangkasa   iyang  idiatur  idalam  

ihukum  iruang  iangkasa  isubjeknya  iadalah  inegara,   isedangkan  ikegiatan  iyang   

                                                             
53 Pramono, Agus, Dasar - dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, GhaliaIndonesia, Bogor, 2011. 
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idilakukan  ioleh  iperusahaan  iswasta  itidak  idiatur  isecara  ijelas.  iKeterlibatan  

iperusahaan  iswasta  idalam  ikegiatan  iruang   iangkasa   itidak  ipernah  iterjadi  itanpa   

iadanya  iijin  idari  inegara.   i

54 

Oleh  ikarena  iitu  iperanan  inegara  idalam  imengatur  ikegiatan  iruang  iangkasa  iyang   

idilakukan  ioleh  iperusahaan  iswasta  iini  isangat   ipanting.  iKegiatan  iruang  iangkasa   

iselain  imemberikan  ikeuntungan  ibagi  ikehidupan  imanusia  iseperti  iriset   iilmiah,   

itelekomunikasi,   ipenginderaan  ijarak  ijauh  ipenyiaran  ilangsung  imelalui  isatelit,   

itetapi  ijuga  imenimbulkan  idampak  inegatif  ibagi  imanusia.   iAkibat   inegatif  idari  

iaktivitas  iruang   iangkasa   ipada   iumumnya   ilebih  idari  isekedar  iresiko   ikehilangan  iatau   

ikerusakan  iobjek   iruang  iangkasa.   iKegagalan  ipeluncuran  isatelit   ike   iruang   iangkasa   

isangat   iberbahaya   idan  idapat   imempengaruhi  ikeberadaan  iumat   imanusia  isecara   

ikeseluruhan,   ikarena  idapat   imencemari  ilingkungan  ibumi,   iatmosfir  idan  

imenimbulkan  igangguan  iberat   iterhadap  ikehidupan.   ikarena   iresikonya   isangat   

ibesar  idan  iberbahaya  imaka  inegara  iyang  iseharunya  idibebani  itanggungjawab  

iinternasional  iterhadap  iaktivitas  ikomersialisasi  iruang  iangkasa   idi  inegaranya,   ibaik   

iyang  idilakukan  ioleh  ibadan-badan  ipemerintah  imaupun  iswasta  idan  ibukan  isi  

ipelaku  ilangsung 

 

1.1.3 Model Perusahan Internasional Sebagai Pengelola Sumber Daya 

Alam Warisan Bersama Umat Manusia 

Perusahaan  iswasta  iyang  imelakukan  ikegiatan  ikomersil  idi  iruang  iangkasa   

itentunya   iharus  imentaati  iketentuan  ihukum  inasional  inegara  iyang   ibersangkutan,   

iselain  iperusahaan  itersebut   ijuga   iharus  imentaati  iketentuan-ketentuan  

iinternasional  iyang  iberlaku  idalam  ikegiatan  iruang  iangkasa,   ikarena  ikegiatan  iini  

isangat   ibersinggungan  idengan  ikepentingan  iintemasional.   iKeterlibatan  ipihak   

iswasta  idapat   isecara  ilangsung  imaupun  isecara  itidak  ilangsung,   iseperti  ihalnya   

idalam  ibentuk  iinvestasi.   iDengan  ibertambahnya  ipelaku  idalam  ikegiatan  ikomersil  

iruang  iangkasa,  iapakah  iketentuan  iyang  iada  isudah  icukup  imemadai  iuntuk   

imengatur  ikegiatan  itersebut,   iterutama  idengan  iterlibatnya  isektor  iswasta,   ikarena   

                                                             
54 Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar HukumInternasional, Alumni, Bandung, 

201 
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idalam  ikegiatan  iini  imenyangkut   itanggung  ijawab  inegara.   iSpace  iTreaty  idapat   

idikatakan  isebagai  itulang   ipunggung  ikegiatan  iruang  iangkasa.   i

55Akan  itetapi,   iketika  

iSpace  iTreaty  idisepakati  idan  iberlaku,   itidak   isatu  inegarapun  iyang  imemikirkan  

itentang  iketerlibatan  ilangsung  isektor  iswasta  idalam  ikegiatan  iruang  iangkasa   

iMartin  iDixon  imenyatakan  ibahwa  i“Keterbatasan  ihukum  iruang  iangkasa  idalam  

imengatur  ikomersialisasi  iruang  iangkasa  idi  ilain  ipihak  imemberikan  ikeluasaan  

ikepada  inegara  iuntuk  imenentukan  ikebijakan  idan  ipengaturan  idi  inegaranya.”   

iSesuai  idengan  iteori  ihukum  iinternasional  ipublik,   ipelaksanaan  iyurisdiksi  isebagai  

isuatu  iaspek  ikhusus  idari  ikerdaulatan  imeliputi  itindakan-tindakan  idi  ibidang   

iadministratif,   ilegislatif,   idan  iyudikatif.   iBerkaitan  idengan  iaktivitas  ikomersial  idi  

iruang  iangkasa,   ipada  isaat   iini  isemakin  ibanyak  inegara  iyang  imengatur  ipelaksanaan  

iyurisdiksinya  ipada  ikegiatan  ikomersil  iruang  iangkasa  iyang  idilakukan  ioleh  

iperusahaan  iswasta  idalam  ibentuk  ikebijakan  inasional  idan  iperundang-undangan  

inasional56 

Sebagai  icontoh  iAmerika  iSerikat,   isalah  isatu  iusaha   ipemerintah  iAmerika   

iSerikat   iuntuk  imengatur  ikegiatan  iruang  iangkasa  iyang  idilakukan  ioleh  iperusahaan  

iswasta  i(privat   icompany)   iialah  idengan  idisetujuinya   iLand   iRemote   iSensing   

iCommersialization  iAct  ioleh  iKongres  ipada  itahun  i1984.  iDalam  ipertimbangannya   

ikongres  imenegaskan  ibahwa  ikepentingan  inasional  iAmerika  iSerikat   iadalah  

imempertahankan  ikepemimpinan  iAmerika  iSerikat   idalam  iaktivitas  ipengenderaan  

ijarak  ijauh  iuntuk  ikeperluan  itersebut   idijamin  iketerlibatan  iswasta  isecara  ikompetitif   

idan  iberdasarkan  imekanisme  ipasar.   iKerja  isama  ipemerintah  idan  iindustri  iswasta   

idiadakan  iuntuk  imengatasi  ikesulitan  ipihak  iswasta  iyang  imenghadapi  iresiko   itinggi  

idan  ibesarnya   ibiaya.   iBagaimanapun,   ikongres  imenegaskan  ibahwa   ikerjasama  iini  

idiadakan  idengan  imembatasi  ibantuan  idan  ipengaturan  ipemerintah  ifederal  iserta  

imembuka  ilebar  ipersaingan  idi  isektor  iswasta.   iSampai  isaat   iini  ipariwisata  iruang   

iangkasa   iorbital  ihanya  idilakukan  ioleh  iBadan  iAntariksa  iRusia.   iTugas  iberlanjut   

imenuju  ipengembangan  ikendaraan  iantariksa  isub-orbital.   iIni  idilakukan  ioleh  

                                                             
55 Abdurrasyid, Priyatna, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan “Space Treaty1967”, Binacipta, 

Bandung, 1977. 
56 Ibid 
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iperusahaan  ikedirgantaraan  iseperti  iblue  iorigin  idan  iVirgin  iGalactic.  iSelain  iitu,  

iSpaceX,  isebuah  iperusahaan  ikedirgantaraan  imengumumkan  ipada  itahun  i2017   

ibahwa  imereka  iberencana  iuntuk  imengirim  idua  iwisatawan  iluar  iangkasa  ipada   

ilintasan  ibebas  ilunar  imenggunakan  ipesawat   iluar  iangkasa  iDragon  iV2  imereka  ipada   

itahun  i2018.  iPesawat   iruang  iangkasa  itersebut   iakan  idiluncurkan  ioleh  iroket   iFalcon  

iHeavy.   iSelama  iperiode  idari  itahun  i2001  isampai  i2009,  iharga  iyang  idipublikasikan  

iuntuk  ipenerbangan  iyang  idiadakan  ioleh  iSpace  iAdventures  ike  iStasiun  iAntariksa   

iInternasional  imenggunakan  ipesawat   iluar  iangkasa  iSoyuz   iRusia   iberada  idi  ikisaran  

iUS  i$  i20-40  ijuta.  i

57 

Beberapa  iwisatawan  iruang   iangkasa  itelah  imenandatangani  ikontrak  idengan  

ipihak  iketiga  iuntuk  imelakukan  ikegiatan  ipenelitian  itertentu  isaat   iberada  idi  iorbit.   

iRusia   imenghentikan  ipariwisata  iluar  iangkasa  ipada  itahun  i2010  ikarena  iStasiun  

iLuar  iAngkasa  iInternasional  i(ISS)   imiliknya  imendapat   ipeningkatan  iawak  ikapal,   

ihasil  ipenjualan  ikursi  iawak  ikapal  iekspedisi  isebelumnya  idigunakan  iuntuk  

imembiayai  ipeserta  ipenerbangan  iluar  iangkasa.   iPenerbangan  ituris  iorbital  iakan  

idilanjutkan  ipada  i2015   itetapi  iyang  idirencanakan  iditunda   itanpa  ibatas  iwaktu  idan  

itidak  iada  iyang  iterjadi  isejak  i2009.  iSebagai  iistilah  ialternatif  iuntuk  i“pariwisata”,   

ibeberapa  iorganisasi  iseperti  iFederasi  iSpaceflight  iKomersial  imenggunakan  

iistilah  i“spaceflight   ipribadi”.  iProyek  iCitizens  iin  iSpace  imenggunakan  iistilah  

i“penjelajahan  iruang  iangkasa.58 

Program  iluar  iangkasa   isoviet   iagresif  idalam  imemperluas   ikolam  ikosmonot.  

iProgram  iIntercosmos  iSoviet   imencakup  ikosmonot   iyang  idipilih  idari  inegara-

negara  ianggota  iPakta  iWarsawa  i(Cekoslowakia,   iPolandia,   iJerman  iTimur,   

iBulgaria,   iHongaria,   iRumania)  idan  ikemudian  idari  isekutu  iUni  iSoviet   i(Kuba,   

iMongolia,   iVietnam)   idan  inegara  i–   inegara  inon-blok  i(India,   iSuriah,   iAfganistan).   

iSebagian  ibesar  ikosmonot   iini  imenerima  ipelatihan  ipenuh  iuntuk  imisi  imereka  idan  

idiperlakukan  isama,   inamun  iumumnya  idiberi  ipenerbangan  ilebih  ipendek  idari  

ikosmonot   iSoviet.   iBadan  iAntariksa   iEropa  i(ESA)   imemanfaatkan  iprogram  iini  

ijuga.  iPada  itahun  i1983,   iUlf  iMerbold  idari  iESA  idan  iByron  iLichtenberg  idari  iMIT  
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i(insinyur  idan  ipilot   itempur  iAngkatan  iUdara  i)  iadalah  ispesialis   imuatan  ipertama   

iyang   iterbang  idi  iSpace  iShuttle  i,  ipada  imisi  iSTS-9.  iKegiatan  inegara  idalam  

ieksplorasi  idan  ipenggunaan  iluar  iangkasa   idimulai  isejak   idiluncurkannya   isatelit   

iSputnik  ioleh  iUni  iSoviet   ipada  itahun  i1957.  i

59 

Hal  iini  idiikut   idengan  ipengiriman  iawak  ipesawat   iangkasa  ipertama,   iyaitu  iYuri  

iGagarin  ipada  i1961  idalam  imelaksanakan  itugasnya  iawak  ipesawat   iangkasa   

imendapatkan  iperlindungan  ihukum  iberdasarkan  iSpace  iTreaty  i1967  idan  iRescue   

iAggrement  i1968.  iPasal  i5   iSpace  iTreaty  imenyebutkan  ibahwa  iastronot   imerupakan  

iduta  imanusia  idan  inegara-negara  iharus  ibekerja  isama  iuntuk  imemberi  ibantuan  

ikepada  iastronot   iyang  imengalami  ikesulitan  iatau  ikecelakan.   iDi  isisi  ilain   

iperkembangan  ikomersialisasi  iluar  iangkasa  itelah  iberjalan  isecara  iprogresif,   isalah  

isatunya  iadalah  ibidang  iwisata  iruang  iangkasa.   ikasus  idelimitasi  i(proses  ipenentuan  

igaris  ibatas  iperbatasan  inegara)  iterhadap  iruang  iangkasa  iini  ikarena  iperkembangan  

ipenelitian  iserta  iteknologi  iruang  iangkasa  iyang  isangat   ipesat   iseharusnya  idibarengi  

idengan  ihukum  iyang   isesuai  idengan  iperkembangan  itersebut   iserta  ipenerapan  

ikonsep  ires  icommunis  iini  iseharusnya  idikawal  idengan  ibaik  ikarena  itidak  imenutup   

ikemungkinan  ikonflik  ikepentingan  iakan  iselalu  iada  iterlebih  isampai  isaat   iini  ihanya   

ibeberapa  inegara  iyang  idapat   imelakukan  ikegiatan  iluar  iangkasa  iserta  isegala  ibentuk   

ikegiatan  imiliter  iyang  iberalasan  iperdamaian  iuntuk  idibatasi  ioperasionalnya  idan  

ipenegasan  iterhadap  isetiap  inegara  iuntuk  itetap  ipatuh  iterhadap  iRegistration  

iConvention  i1976  idengan  imendaftarkan  ialat   iruang   iangkasanya  itanpa   

imemperdulikan  irahasia  inegara  idemi  ikepentingan  iumat   imanusia.   iKegiatan  iini  

iberjalan  ibukan  itanpa  ihalangan,   ikarena  iuntuk  idapat   imenjadi  ituris   iruang  iangkasa,   

ipara  ituris  iharus  imenjalani  ilatihan  ilayaknya   iastronot.   i

60 

Seperti  idijelaskan  ioleh  iAnousheh  iAnsari  iyang  itidak  isetuju  idengan  iistilah  

i“Space  iTourist”  ikarena  idia  idengan  itiga  ipenjelajah  ilainnya   iharus  imenjalani  

ilatihan  iyang  isangat   iberat.  iMenurutnya  ituris  iadalah  iorang  iyang  imemutuskan  

iuntuk  ipergi  ike  isuatu  itempat   idan  i“mengalungkan  ikamera  idi  ilehernya”  idan  
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60 Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Edisi 

Revisi), PT Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 192 
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ibiasanya   ihanya  idengan  imembeli  itiket   ilalu   ipergi  ike  itempat   itujuannya   itanpa  iada   

ipersiapan.   iDia  iberkata  ibahwa  iuntuk  imenjadi  ituris  iruang  iangkasa  iharus  imelewati  

ienam  ibulan  ipelatihan  idi  iFederasi  iRusia  idan  iharus  imempelajari  ibanyak  isistem  idan  

iteknologi  iuntuk  ibisa  imengikuti  ikegiatan  iwisata  iini,  imenurutnya  iistilah  ituris   

idianggap  itidak   itepat   iuntuk  ibisa  idigunakan  idibidang  iwisata  iini  iPemberian  iistilah  

ituris  iyang  imengikuti  ikegiatan  ipariwisata  iini  ibisa  iberbeda  idengan  ipengertian  ituris   

ipada  iumumnya.   iDi  idalam  iUN  iConvention  iConcerning  iCustoms  iFasilities  ifor  

iTouring  iistilah  ituris  idiartikan  isebagai  isetiap  iorang  iyang  idatang  ike  isuatu  inegara   

ikarena  ialasan  iyang  isah,   iselain  iuntuk  iberimigrasi  idan  iyang  itinggal  isetidaknya   

iselama  i24  ijam  idan  iselama–  ilamanya  i6  ibulan  idalam  itahun  iyang  isama.61 

  iAkan  itetapi  itidak   iada  isuatu  isyarat-syarat   ikhusus  iseperti  ipelatihan  iyang  iharus   

idijalani  ioleh  icalon  ituris  iwisata  iruang  iangkasa  isebelum  imereka  idapat   

imelaksanakan  ikegiatan  iwisatanya.   iSelain  iitu  idengan  iadanya  ikecelakaan  

ipenerbangan  ipercobaan  ipada   i31  iOktober  i2014   iyang  idialami  ioleh  ipesawat   imilik   

iVirgin  iGalactic,  iSpace Ship Two  iyang  imenggunakan  ijet   ipengangkat   iWhite 

Knight.   iKecelakaan  iini  iterjadi  idi  iatas  igurun  iMojave,  inegara  ibagian  iCalifornia.   

iPenyebab  idari  ikecelakaan  iini  iadalah  ikesalahan  iteknis  iyaitu  ipilot   iterlalu  icepat   

imelakukan  iaktivasi  iFeather  iSystem.  iFeather  iSystem  iadalah  imekanisme  iyang   

idigunakan  ibagi  ipesawat   iSpaceShipTwo   iyang  ihanya   iboleh  idi  iaktifkan  isetelah  

ipesawat   iberada   ipada  ikecepatan  i1,4  iMach  i(kecepatan  i1.0  iMach  iadalah  ikecepatan  

isuara). 

 

1.2 Konsep Ideal Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama 

Umat Manusia Oleh Perusahaan Internasional Menurut Hukum 

Internasional 

1.2.1 Potensi Sumber Daya Alam  Warisan Bersama Umat Manusia di 

Ruang Angkasa dan Dasar Laut 

Konsep  idasar  ilaut   idalam  itimbul,disebabkan  iadanya   ikecenderungan  

iterhadap  ieksplorasi  idan  ieksploitasi  iyang  iberlebih  i–  ilebihan  idari  isumber  idaya   

ialam  iyang  iterdapat  idi  idasar  ilaut   idan  itanah  idi  ibawahnya.  iDengan  ikemampuan  

                                                             
61 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 
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iteknologi  iyang  idimiliki  ioleh  inegara-negara  imaju,   imereka  idapat   imelakukan  

ieksplorasi  idan  ieksploitasi  isumber   idaya  ialam  ididasar  ilaut   idalam.  iKeadaan  iini  

idiperkirakan  isangat   imerugikan  inegara-negara   ilain  iyang   itidak  imempunyai  

ikemampuan  iatau  itidak  imemiliki  iteknologi  isebagaimana   iyang  idimiliki  ioleh  

inegara  imaju  idiantara  inya  iadalah  ibagi  inegara-negara  isedang  iberkembang.   

iMelihat   ikeadaan  iini,  imaka  idalam  isidang  iMajelis  iUmum  iPerserikata  

iBangsaBangsa  i(PBB)  iyang  idiadakan  iTanggal  i17  iAgustus  i1967,  iDuta  iBesar   

iArvid  iPardo   isebagai  iwakil  itetap  iMalta  idi  iPerserikatan  iBangsa-Bangsa,   

imengajukan  iusul  ikepada   iMajelis   iuntuk  imembuat   iaturan  imengenai  ieksplorasi  idan  

ieksploirasi  ididasar  ilaut   idalam.   iSebagai  ialasan  idan  ipertimbangannya,   iArvid   

iPardo   imengemukakan  isebagai  iberikut   i:62 

a. Melihat   ipesatnya  iperkembangan  iteknologi,   iia  imelihat   iadanya   

ikemungkinan  ibahwa  iDasar  iLaut   idi  iluar  iLandas  iKontinen  idapat   

imenjadi  isasaran  ituntutan  inasional  inegara  i–  inegara.  iApabila  ihal  

itersebut   isampai  iterjadi,   imaka  iDasar  iLaut   idan  iDasar  iSamudera   

idalam  iyang  imungkin  idi  icapai  ioleh  ikemampuan  imanusia,   iakan  

isegera  idiubah  imenjadi  iajang  iperlombaan  imeliter  idengan  

ipenempatan  ipersenjataan  itertentu.   iLebih  idari  iitu  inegara  i–  inegara   

imaju  iyang  itelah  imemiliki  ikemampuan  iteknologi  imutakhir,   iakan  

isegera  imengeksploitasikan  isumber  i–   isumber  ialamnya   iyang   

imelimpah  iguna  imenambah  ikeuntungan  imereka   iyang   isudah  

ibesar. 

b. Oleh  isebab  iitu,  iia  imenganggap  itelah  itiba  iwaktunya  iuntuk  isecepat   

i–  icepatnya   imengeluarkan  isuatu  ideklarasi  iyang  imenyatakan  

ibahwa  iDasar  iLaut   iSamudera  idalam  iitu   iadalah  i“warisan  ibersama   

iumat   imanusia”  i(common  iheritage  iof  imankind).   iUntuk  ikeperluan  

itersebut,   iia   imengusulkan  iagar  isegera  idapat   idipersiapkan  isuatu  

iperjanjian  iinternasional  iguna  imengatur  iazas  i–  iazas  ihukum  

itentang:  i1.  iDasar  ilaut   idan  idasar  isamudera  idalam  idiluar  ibatas  i–   
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ibatas  iyurisdiksi  inasional  itidak   iboleh  idijadikan  isasaran  ituntutan  

inasional;  i2.  iEksplorasi  iwilayah  itersebut,   iharus  idiselenggarakan  

imenurut   icara  i–  icara   iyang  isesuai  idengan  iazas   i–  iazas  idan  itujuan  

ipiagam  iPBB;  i3.  iPemanfaatan  iwilayah  itersebut   idan  ieksploitasi  

ikekayaannya  idiselenggarakan  idengan  itujuan  iuntuk  imenjamin   

ikepentingan  inegara  i–  inegar  imiskin  iterutama;dan  i4.  iWilayah  

itersebut   ihendaknya   idigunakan  iuntuk  itujuan  i–  itujuan  idamai  isaja63 

Selanjutnya  idalam  isidang  itersebut   iSekretaris  iJenderal  iPerserikatan  iBangsa-

Bangsa   iU  iThant   ikemudian  imengusulkan  iuntuk  ipembentukan  i;  i“Declaration  iand   

itreaty  iconcerning  ithe  ireservation  iexclusively  ifor  ipeaceful  ipurposes  iof   ithe  iseabed   

iand  ithe   iocean  ifloor,underlying  ithe  iseas  ibeyond  ithe  ilimits   iof   ipresent  inational   

ijurisdiction,   iand  ithe  iuse  iof   itheir  iresources  iin  ithe  iinterest  iof   imankind”.   

iBerdasarkan  iusul  iMalta  itersebut,   imaka  ipada  ibulan  iDesember  i1968  iMajelis   

iUmum  imembentuk  ipanitia  iCommittee  ion  ithe  iPeaceful  iUses  iof   ithe  iSeabed  iand  

iOcean  iFloor  iBeyond  ithe   iLimits   iof   iNational  iJurisdictio  iyang  idisingkat   idengan   

iU.N  iSeabed  iCommittee  iguna  imerumuskan  irekomendasi-rekomendasi  imengenai  

ipersoalan  itersebut.   iTahun  i1969  iMejelis  iUmum  iP.B.B.   imenerima  isuatu  iResolusi  

iyang  iterkenal  idengan  inama  i“Resolusi  iMaratorium”,   iyang  imenyatakan  ibahwa   

isebelum  iditetapkannya  ipengaturan  i–  ipengaturan  iinternasional  i(International   

iRegime)  itentang  idasar  ilaut   idan  itanah  idi  ibawahnya  iserta  iseluruh  ikekayaan  

ialamnya,   idi  iluar  ibatas  iyurisdiksi  inasional  itidak  iakan  idiakui.64 

United  iNations  iConvention  ion  ithe  iLaw  iof   ithe  iSea  i1982  iatau  iselanjutnya   

idisebut   iKonvensi  iHukum  iLaut   i1982  iterdiri  idari  i17  iBAB   i,  i320  iPasal  idan  i9   

iLampiran.   iKonvensi  iHukum  iLaut   i1982  itidak   ikurang  idari  i12  ikali  isidang   

ikonferensi  isejak  itahun  i1973  isampai  i1982,  iyang  idimulai  idengan  isidang  ipertama   

i“keorganisasian”  ipada  itahun  i1973  idan  iberakhir  ipada  ipengesahan  inaskah  iakhir   

iKonvensi  idan  ipenandatanganannya  idi  iMontego   iBay  itanggal  i10  iDesember  i1982   

                                                             
63 Mazen Adi, The Application of the Law of the Sea and the Covention on the Mediterranean Sea, 

United Nations-Nippon Foundation Fellow 2008 – 2009, Division For Ocean Affairs and The Law 

of the Sea, Office of Legal Affairs, The United Nation, New York, 2009, h. 7. 
64 Kusumaatmadja, Mochtar, “The Concept of the Indonesian Archipelago” (1982) x Indonesian 
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ioleh  i118  iNegara.  iSalah  isatu  irezim  iyang  idiatur  idalam  iKonvensi  iHukum  iLaut   i1982  

iadalah  imengenai  iDasar  ilaut   idalam  iatau  idisebut   ijuga  idengan  iKawasan  i(The  iArea)   

iyang  idiatur  idalam  iBab  iXI  iPasal  i133  i-  iPasal  i191  iterdiri  idari  i5  ibagian  iyaitu  iBagian  

iSatu  i(1)  itentang  iketentuan  iumum  iPasal  i133  i-  iPasal  i135,  iBagian  iDua  i(2)  itentang   

iAsasAsas  iyang   iMengatur  iKawasan  iPasal  i136   i-  iPasal  i149,   iBagian  iTiga  i(3)   

itentang  iPengembangan  iKekayaan-kekayaan  idi  iKawasan  iPasal  i150  i-  iPasal  i155,   

iBagian  iEmpat   i(4)  itentang  iOtorita  iPasal  i156  i-  iPasal  i185  idan  iBagian  ilima  i(5)   

itentang  iPenyelesaiaan  iSengketa  idan  iPendapat   iBerupa  iNesehat   idan  i8  iSub  iBagian   

iyaitu  iSub  iBagian  iA  itentang  iKetentuan  iUmum  iPasal  i156  i–  iPasal  i158,  iSub  iBagian  

iB  itentang  iMajelis  iPasal  i159  i–  iPasal  i160,  iSub  iBagian  iC  itentang  iDewan  iPasal  i161  i–   

iPasal  i165,  iSub  iBagian  iD  itentang  iSekretariat   iPasal  i166  i-  iPasal  i169,  iSub  iBagian  iE   

itentang  iPerusahaan  iPasal  i170,  iSub  iBagian  iF  itentang  iPengaturan  iKeuangan  

iOtorita  iPasal  i171  i–  iPasal  i175,  iSub  iBagian  iG  itentang  iStatus  iHukum,  iHak-hak   

istimewa  idan  iKekebalan  iPasal  i176   i–  iPasal  i183  idan  iSub  iBagian  iH  itentang   

iPembekuan  iPelaksanaan  iHak-hak  idan  iHak-Hak  iIstimewa  iAnggota.  iPengertian   

iKawasan  iterdapat   idalam  iPasal  i1  iangka  i1  iKonvensi  iHukum  iLaut   i1982   iyaitu   

i"Area"  imeans  ithe  iseabed  iand  iocean  ifloor  iand  isubsoil  ithereof,   ibeyond  ithe  ilimits  iof  

inational  ijurisdiction”.  iMaksud  idari  iPasal  i1  iangka  i1  iKonvensi  iHukum  iLaut   i1982  

iadalah  ikawasan  iberarti  idasar  ilaut   idan  idasar  isamudera  iserta  itanah  idibawahnya   

iyang   iberada   idiluar  ibatas-batas  iyurisdiksi  inasional.   iPengeloaan  iKawasan  ioleh  

iKonvensi  idiserahkan  ipada  isuatu  iBadan  iyang  ibernama  iInternational  iSea-Bed   

iAuthority  i(Otorita  iDasar  iLaut   iInternasional)   iselanjutnya  idisebut   iOtorita.   iOtorita   

iadalah  iorganisasi  idi  imana  iNegara  iPihak  ipada  iKonvensi,   isesuai  idengan  irezim  

iuntuk  idasar  ilaut   idan  itanah  idibawahnya  idi  iluar  ibatas  iyurisdiksi  inasional  

i(Kawasan)  idiatur  ipada   iBagian  iXI  i,  imengatur  idan  ikegiatan  ipengendalian  idi  

iDaerah,   iterutama   idengan  itujuan  iuntuk  imengelola  isumber  idaya   idi  iKawasan65 
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1.2.2 Perluasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama 

Umat Manusia Melalui Satu Organisasi Internasional 

Negara  imemiliki  ikarakter  iyuridis   iyang  imelekat   isecara  imultak   iyang  idisebut   

ikedaulatan.   iSalah  isatu  ibentuk  imanifestasi  ikedaulatan  iadalah  ikekuasaan  ipenuh  

idalam  imengelola  isumber  idaya  ialam  iyang  idimiliknya.   iTermasuk  idalam  

ipelaksanaan  ikedaulatan  itersebut   iadalah  ihak  iuntuk  imengatur  iperdagangan  

isumber  idaya   ialam  imelalui  ipembentukan  ipersyaratanpersyaratan  iperdagangan  

iproduk  itertentu  iyang  idiberlakukan  idi  idalam  iwilayah  inegara  iNamun  idalam  

iimplementasi  ipengelolaan  isumber  idaya  ialam,   iberpotensi  iberbenturan  idengan  

ikepentingan  idan  ihak   inegara  ilain.   iSehingga  imuncul  iisu  ipembatasan  iatas  

ikekuasaan  ipengelolaan  isumber  idaya  itersebut   iyang  idilandasi  iatas  iperlindungan  

ilingkungan  ihidup.   iImplikasinya  ibahwa  idalam  ipelaksanaan  ihak   itersebut   inegara   

iharus  imemperhitungkan  ikepentingan  iperlindungan  ilingkungan,   ibaik  ilingkungan  

idalam  ibatas-batas  iwilayah  inegara  imaupun  idi  iluar  iyurisdiksi  inegara  iyang   

ibersangkutan.   iDalam  imenerapkan  ikedaulatannya   inegara   itidak  idiperkenankan  

iuntuk  imemberlakukan  ipersyaratan-persyaratan  iperdagangan  inasionalnya  isecara   

iekstra  iyurisdiksional,   isekalipun  ihal  iini  iditujukan  iuntuk  ikepentingan   

iperlindungan  ilingkungan  idi  inegara  ipengekspor. Pada  ipraktiknya   ihal  itersebut   

iseringkali  imenimbulkan  ipertentangan  iantara  inegara  imaju  idan  inegara   

iberkembang  idalam  ilingkup  iperdagangan  iinternasional.   iUmumnya  inegara  imaju   

imenerapkan  istandar  ilingkungan  ilebih  itinggi,   icenderung  imemaksakan  

iberlakunya   istandar-standar  ilingkungan  inasionalnya   iterhadap   inegara  isedang   

iberkembang  idengan  idalih  iperlindungan  ilingkungan  iglobal.   iSementara  inegara   

iberkembang  iseringkali  imempergunakan  idasar  ikedaulatan  iatas  isumber  idaya   

inasional  idan  ilarangan  iditerapkannya   ipersyaratan-persyaratan  iperdagangan   

isecara  iekstrayurisdiksi  isebagai  icara  iuntuk  imenolak  ipemberlakuan  istandar   

ilingkungan  idari  inegara  imaju  iterhadap  iproduk  iekspornya66 
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Liberalisasi  iperdagangan  iinternasional  idapat   idiwujudkan  idengan  

ipemangkasan  ihambatan-hambatan,   ibaik  iyang   iberupa  ihambatan  itarif  imaupun  

inon  itarif.   iPenghapusan  ihambatan  iini  iditujukan  iagar  iterjadi  ikompetisi  iyang   iadil  

idiantara  ipelaku-pelaku  ipasar,  ibaik  iyang   iberasal  idari  idalam  inegeri  imaupun  iluar   

inegeri,   isehingga  idiharapkan  iterjadi  ipersaingan  ibebas  iyang  ipada  iakhirnya  iharga-

harga  idapat   ibersaing  isecara  ikompetitif  iDan  ipembentukan  ihukum  iperdagangan  

iberwawasan  ilingkungan  isaat   iini  imasih  idalam  imasa  itransisi,   idimana  iberanjak  idari  

ikonsep-konsep  iperdagangan  idan  ilingkungan  iyang  idikotomis,   imenuju   

iterintegrasinya  ikedua  ikonsep  itersebut   imenjadi  ipembentukan  ihukum  

iperdagangan  iberwawasan  ilingkungan  iyang  idipengaruhi  ikonsepsi  ipasar  ibebas   

idan  ididasarkan  ipada   istandar-standar  iteknis   iyang   ibaku  iuntuk  imemenuhi  

ikebutuhan  ipasar.67
  iPerangkat   iutama  iyang  itersedia  ibagi  iGATT   iuntuk  imenangani  

imasalah  ilingkungan  iadalah  iPasal  iXX  idan  iPersetujuan  imengenai  iHambatan  

iTeknik  iterhadap  iPerdagangan.   iPersetujuan  imengenai  iHambatan  iTeknis   

iTerhadap  iPerdagangan  imemberikan  ikerangka  iuntuk  imenangani  imasalah  iyang   

iberkaitan  idengan  iperdagangan  idi  itingkat   imultilateral  iyang   itimbul  iakibat   

iperaturan  idan  istandar  iteknis.  iNamun  iimplementasi  iPasal  iXX   iGATT  itidak  iboleh  

idibiarkan  imenjadi  icelah  iyang  idapat   idimanfaatkan  ioleh  ipara  iproteksionis.   i 

Melanggar  iasas  iperdagangan  ibebas  iharus  idilihat   isebagai  ikekecualian,   idan  

isifat   ikekecualian  iini  iharus  ipula  idipertahankan  ibila  iada  ibahaya  iterhadap   

ilingkungan.   iPada  imulanya  ikedaulatan  inegara  iatas  isumber  idaya  inasional  

i(permanent  isovereignty  iover  inatural  iresources)  iadalah  isebuah  icelah  iyang  idapat   

idigunakan  ioleh  inegara  iproteksionis   iyang  iuntuk  imenghambat   iliberasisasi  

iperdagangan.   iApalagi  idengan  iadanya  ipasal  iXX  isemakin  imempertegas  ialasan  

inegara  iproteksionis  iuntuk  imelakukan  ihal  itersebut.   iSelama  ibeberapa  ilama   

ipermasalahan  itersebut   imenjadi  ihambatan  ibagi  ipertumbuhan  iperdagangan  

iglobal.   iMaka  idari  iitu   ipraktisi  idunia   iusaha   imenawarkan  isolusi  iberupa   

ipembentukan  isuatu  istandar  iinternasional,   iyang  ibertujuan  iuntuk   
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imenyeragamkan(menyelaraskan)   imutu  idan  istandar  iperdagangan.   iStandar  iini  

idiharapkan  imampu   imenjadi  ijalan  itengah  ibagi  ikepentingan  inegara  ipengekspor  

i(dengan  istandar  iproduk  isumber  idaya  irendah)  idengan  inegara  ipenerima  i(dengan  

istandar  iperlindungan  itinggi).   iTerkait   imekanisme  ipenyelarasan  itersebut   imemang   

itidak  imudah  idilakukan  idalam  ipraktiknya.   iMasalah  itersebut   isebenarnya  isudah  

icukup  ilama  idisadari  ioleh  ibangsa-bangsa  idi  idunia,  itermasuk  iorganisasi  idunia   

iPBB.   i

68 

Sehingga  idalam  iresolusi  iUNGA  iNo   i2102  i(XX),   iPBB  imenyatakan  ibahwa21:   

i“Conflicts  iand  idivergencies  iarising  ifrom  ithe  ilaws  iof   idifferent  istates  iin  imatters  

irelating  ito  iinternational  itrade  iconstitute  ian  iobstacle   ito  ithe  idevelopment  iof   iworld   

itrade.”  iPenghapusan  ihambatan  iperdagangan  iadalah  imenjadi  itujuan  iutama  idari  

ibadan  iperdagangan  iinternasional  i(WTO),   inamun  ibila  idihadapkan  idengan  

ikonsep  ikedaulatan  inegara  iatas  isumber  idaya  imemang  iakan  iada  ipertentangan.   

iBahkan  ipada  iera  itahun  i1960an  ibanyak  inegara  iyang  ipesimis  iakan  idapat   

imempertemukan  ikedua  ikepentingan  itersebut,   itanpa  imeninggalkan  iyang  ilain.   

iSehingga  isampai  isaat   iini  idalam  ipraktiknya   ibanyak  inegara  iyang  imasih   

imenetapkan  istandar  iganda  idalam  ipermasalahan  ikepentingan  iperdagangan  idan  

ikedaulatan  inegara  iatas  isumber  idaya.  iNamun  ituntutan  iliberisasi  iperdagangan  

imenjadikan  imasyarakat   iinternasional  imulai  ibanyak  imenciptakan  ihal-hal  iatau   

iaturan-aturan  iyang  idapat   imenjembatani  ikedua  ikepentingan  itersebut.   iPrinsip   

ikedaulatan  iatas  isumber  idaya   ialam  inasional  imerupakan  iprinsip  idasar  idalam  

ihukum  ilingkungan  iinternasional.   iPrinsip  iini  ipada   idasarnya  imempunyai  ikonsep-

konsep  iyang  ibertentangan  idengan  iprinsip  ihukum  iperdagangan  iinternasional  

iyang   icenderung  imengarah  ipada  ipenghapusan  ihambatan-hambatan.   i 

Dengan  idemikian  iusaha  iuntuk  imenggabungkan  ikedua  iprinsip  ihukum  iini  ike   

idalam  isuatu  irumusan  iaturan  ihukum  iperdagangan  iinternasional  iyang   

iberwawasan  ilingkungan,   itentunya   ibukanlah  ipersoalan  iyang  imudah,  iterlebih  ilagi  

ijika  idalam  ipembentukannya  ijuga  idiwarnai  ioleh  iperbedaan  ikonsep  idan  

ikepentingan  iantara  inegara  iberkembang  idan  inegara  imaju  imengenai  ikedua  ibidang   
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itersebut.   iHukum  iperdagangan  iinternasional  imemberi  ibatasan  ibagaimana   

inegara-negara  iharus   imenyusun  iaturan-aturan  idan  ikebijakan  inasional  itermasuk  idi  

idalamnya  imengenai  imasalah  ilingkungan.  iDi  isisi  ilain,   ihukum  ilingkungan  

imengatur  ibagaimana  inegaranegara  iharus  imenyusun  iperekonomiannya   iterutama   

iyang  iberkait   idengan  ikebijakan  iinvestasi  idan  iproduksi  iagar  isesuai  idengan  

iperjanjian  iyang  itelah  idiikuti.  iSekalipun  iberbeda,   inamun  iterjadi  iinteraksi  idiantara  

ikedua  icabang  ihukum  itersebut,   ibaik  idalam  ilingkup  inasional  imaupun  

iinternasional.   iDalam  ihukum  inasional  iinteraksi  itersebut   idapat   idilihat   idalam  

iketentuan-ketentuan  imengenai  isubsidi,   iekolabeling,   iinvestasi  idan  ipembentukan  

istandar-standar  inasional  imelalui  ipembentukan  ipenetapan  ipersyaratan  imetode  

iproses  idan  iproduksi.69Dalam  ihukum  iinternasional  iinteraksi  itersebut   iterlihat   idari  

iadanya  ipersetujuan-persetujuan  ilingkungan  iinternasional  iyang  imemuat   

ipersyaratanpersyaratan  iperdagangan,   idiantaranya  iadalah:  iConvention   ion   

iInternational  iTrade  iin  iEndangered  iSpecies  i(CITES  i1975),  iMontreal  iProtocol  ion   

iSubstance  ithat  ideplete   iOzone   iLayer  i(1987),  iBasel  iConvention  ion  ithe  iControl  iof   

iTransboundary  iMovement  iof   iHazardous  iWastes  iand  itheir  iDisposal  i(1992)  idan   

iCartagena  iBiosafety  iProtocol  ito  ithe  i1993  iConvention  ion  iBiological  iDiversity70 

 

1.2.3 Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat 

Manusia Untuk Kesejahteraan Umat Manusia 

Dalam  imembahas  imengenai  idasar  ilaut   idalam  iUNCLOS  i1982  imaka  iakan   

imembahas   tiga  ibentuk  idasar  ilaut   idalam  iwilayah.   iPertama,   idasar  ilaut   iyang   iberada   

idibawah  ilaut   iteritorial  i(kedaulatan)  itermasuk  iperairan  ikepulauan.   iKedua,  idasar   

ilaut   iyang  itunduk  idan  iberada  idibawah  iyurisdiksi  inegara.  iKetiga,   idasar  ilaut   iyang   

iberada  idi  iluar  ikedaulatan  idan  iyurisdiksi  inegara,   idimana   itidak   isatu  inegara  iyang   

idapat   imenundukan  iwilayah  idasar  ilaut   iini  idibawah  iyurisdiksinya   iatau  idikenal  

idengan  iArea   iDasar   iLaut   iInternasional  i(International  iSea   iBed  iArea)  iWilayah  

iArea   iDasar  iLaut   iInternasional  idiatur  iuntuk  ikepentingan  ipencadangan  iSumber   

iDaya  iAlam  ibagi  igenerasi  iyang  iakan  idatang,  ibaik  iperairannya  imaupun  idasar  ilaut   

                                                             
69 Silalahi, M. Daud, Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: tantangan dan Peluangnya, 

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas padjadjaran, Bandung, 2000 
70 Boosen, Hercules , International Trade Law on Goods and Services, Pretoria: Interlegal, 1999 
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idan  itanah  idi  ibawahnya  idan  imemerlukan  ipengaturan  ipengelolaan  iyang  ihati-hati  

idari  iseluruh  inegara.   iOleh  isebab  iitu,  idiperlukan  iadanya   ikerja  isama  inegara-negara   

ipantai  imelalui  ibadan  ikhusus  iyang  idikenal  idengan  isuatu  ibadan  ibernama   iOtorita  

iDasar  iLaut   iInternasional  i(International  iSeabed  iAuthority/ISA)  iyang  iberada  idi  

ibawah  inaungan  iPerserikatan  iBangsa-Bangsa   i(PBB).     iMenurut   iPasal  i137   

iUNCLOS  i1982,  idiatur  ibahwa  istatus  ihukum  ikawasan  idan  ikekayaankekayaan  

idalam  iArea  iDasar  ilaut   iInternasional  i(International  iSea  iBed  iArea)  iadalah  i:71 

1. Tidak  isatu  iNegarapun  iboleh  imenuntut   iatau  imelaksanakan  ikedaulatan  

iatau  ihakhak  iberdaulatnya  iatas  ibagian  imanapun  idari  ikawasan  iatau  

ikekayaan-kekayaannya,   idemikian  ipula  itidak  isatu  iNegara  iatau  ibadan  

ihukum  iatau  iperoranganpun  iboleh  imengambil  itindakan  ipemilikan  

iterhadap  ibagian  ikawasan  imanapun.   iTidak  isatupun  ituntutan  iatau   

ipenyelenggaraan  ikedaulatan  iatau  ihak-hak  iberdaulat   iataupun  

itindakan  ipemilikan  iyang  idemikian  iakan  idiakui. 

2. Segala  ihak  iterhadap  ikekayaan-kekayaan  idi  iKawasan  iada  ipada  iumat   

imanusia  isebagai  isuatu  ikeseluruhan,   iyang   iatas  inama  isiapa  iOtorita  

ibertindak.   iKekayaan-kekayaan  iini  itidak  itunduk  ipada  ipengalihan  ihak.   

iNamun  idemikian  imineral-mineral  iyang  idihasilkan  idari  ikawasan  

ihanya   idapat   idialihkan  isesuai  idengan  iketentuan  iBab  iini  idan  

iketentuanketentuan,   iperaturan-peraturan  idan  iprosedur-prosedur  

iotorita. 

3. Tidak  isatu  iNegara,   ibadan  ihukum  iatau  iperoranganpun  iboleh  

imenuntut,   imemperoleh  iatau  imelaksanakan  ihak-hak  iyang  ibertalian  

idengan  imineral-mineral  iyang  idihasilkan  idari  ikawasan,  ikecuali  

iapabila   idilakukan  isesuai  idengan  iketentuan  iBab  iini.  iApabila  itidak   

idemikian,   imaka   itidak   isatupun  ijuga   ituntutan,   iperolehan  iatau   

ipelaksanaan  ihak-hak  idemikian  iakan  idiakui. 

Kemudian  idalam  ipasal  i140   iUNCLOS  i1982   imengatur  ibahwa  iOtorita  idalam  

ihal  iini  iISA  iharus  imenetapkan  ipembagian  iyang  iadil  idari  ikeuntungan-keuntungan  

                                                             
71 Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum Laut Internasional”, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, h. 12. 
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idan  ikeuntungankeuntungan  iekonomi  ilainnya  iyang  ididapat   idari  ikegiatan-

kegiatan  idi  ikawasan  imelalui  imekanisme  iyang  itepat   iatas  idasar  inondiskriminasi  

isesuai  idengan  ipasal  i160  iayat   i2  i(f)  ike  i(i).  iDalam  ipengelolaan  isumber  idaya  ilaut   

itersebut   imaka  iketerlibatan  inegara   ipantai  ijuga  idiatur  iantara  ilain,   ibahwa   

iPenggunaan  iKawasan  iatau  iArea  iLaut   iDalam  iInternasional  isemata-mata  iuntuk  

imaksud  idamai  ioleh  isemua  iNegara,   ibaik  iNegara  ipantai  imaupun  iNegara  itak  

iberpantai  itanpa   idiskriminasi  idan  itanpa   imengurangi  iketentuan-ketentuan  ilain  idari  

iBab  iini  i(Pasal  i141  iUNCLOS  i1982).   Ikkk0Kemudian  isecara  ikhusus  idiatur  idalam  iPasal  

i142  iUNCLOS  i1982   imengenai  ihakhak  idan  ikepentingan-kepentingan  iyang  isah  

iNegara  ipantai,   iyaitu:  i1)  iKegiatan  idi  ikawasan,   iberkenaan  idengan  iendapan-

endapan  ikekayaan  idi  ikawasan  iyang  iletaknya   imelintasi  igaris-garis  ibatas  

iyurisdiksi  inasional,   idilakukan  idengan  imemperhatikan  iseperlunya   ihak  idan  

ikepentingan  isah  isetiap  iNegara  ipantai  iyang  iyurisdiksinya  idilintasi  iendapan  

itersebut.   i2)  iKonsultasi,   itermasuk  isuatu  icara  ipemberitahuan  iterlebih  idahulu,   

iharus  idipelihara  idengan  iNegara  iyang  ibersangkutan,   idengan  imaksud  iuntuk   

imencegah  ipelanggaran  iterhadap  ihakhak  idan  ikepentingan-kepentingan  itersebut.   

iDalam  ihal  ikegiatan-kegiatan  idi  iKawasan  idapat   imengakibatkan  ieksploitasi  

ikekayaan-kekayaan  iyang  iterletak  idi  idalam  iyurisdiksi  inasional,   imaka  idisyaratkan  

iadanya  ipersetujuan  iterlebih  idahulu  idari  iNegara  ipantai  iyang  ibersangkutan.  i3)  

iBaik  iBab  iini  imaupun  ihak-hak  iyang  idiberikan  iatau  idilaksanakan  isesuai  idengan  

iBab  iini,  itidak  imempengaruhi  ihak  iNegara  ipantai  iuntuk  imengambil  itindakan-

tindakan  iyang  ikonsisten  idengan  iketentuan-ketentuan  iyang  irelevan  idari  iBab  iXII  

iyang   idianggap   iperlu   iuntuk  imencegah,  imengurangi  iatau  imelenyapkan  

imarabahaya  iyang  imengancam  igaris  ipantainya  iatau  ikepentingan-kepentingan  

iyang  iberkaitan  idengan  iitu  idari  ipencemaran  iatau  iancaman  ipencemaran  iatau  

ikejadian-kejadian  iberbahaya   ilainnya  iyang  iberasal  idari  iatau  iyang  idisebabkan  

ioleh  ikegiatan-kegiatan  iapapun  idi  ikawasan.  i

72 

                                                             
72 C. Drake, National Integration in Indonesia: Patterns and Policies (Honolulu: University of 

Hawaii Press, 1989), hlm. 16. 
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Berdasarkan  ihal  itersebut   imaka  isemua   ikegiatan  idi  iArea  iDasar  iLaut   

iInternasional,   idilakukan  idengan  imemperhatikan  iseperlunya  ihak  idan  

ikepentingan  isah  isetiap  iNegara  ipantai  iyang  iyurisdiksinya  idilintasi  iendapan  

itersebut,   idan  idalam  ihal  ikegiatan  idi  iArea  iDasar  iLaut   iInternasional  idapat   

imengakibatkan  ieksploitasi  ikekayaan-kekayaan  iyang  iterletak  idi  idalam  iyurisdiksi  

inasional,   imaka  idisyaratkan  iadanya  ipersetujuan  iterlebih  idahulu  idari  iNegara   

ipantai  iyang  ibersangkutan.   iKhusus  iterkait   idengan  iEksplorasi  idan  iEksplotiasi  

idiatur  idalam  iPasal  i153   iUNCLOS  i1982  ibahwa  ikegiatan  idi  ikawasan  i(Area  iDasar   

iLaut   iInternasional)   iharus  idiorganisasikan,   idilaksanakan  idan  idikendalikan  ioleh  

iISA.   iKegiatan  ikawasan  i(Area   iDasar  iLaut   iInternasional)   iharus  idilaksanakan  ioleh  

iPerusahaan,   idan  ibersama-sama  idengan  iOtorita  ioleh  iNegara-negara  iPeserta  iatau  

iperusahaan  iNegara,   iatau  ibadan  ihukum  iatau  iperorangan  iyang  imemiliki  

ikebangsaan  iNegara-negara  ipeserta  iatau  iyang  isecara  iefektif  idikendalikan  ioleh  

imereka   iatau  iwarga   inegara  imereka,   ijika   idisponsori  ioleh  iNegara-negara  itersebut,   

iatau  ioleh  isetiap   ikelompok  iyang   idisebut   isebelumnya   iyang   imemenuhi  isyaratsyarat   

iyang   iditentukan.   iDari  ipengaturan  itersebut   iterlihat   ibahwa   iposisi  inegara  isponsor  

imenjadi  isangat   ipenting  idalam  ipelaksanaan  ieksplorasi  idan  ieksploitasi. 

Terbentuknya hukum ruang angkasa awalnya ditandai dengan adanya 

UNCOPUOS (United Nations Committee of The Peaceful Usage of Outer 

Space). Dasar dari negara-negara melakukan aktivitas di ruang angkasa adalah 

Outer Space Treaty 1967 dimana menurut banyak ahli, banyak pasal-pasal 

yang multitafsir. Jus cogens dalam hukum ruang angkasa adalah seluruh 

kekayaan alam yang ada di ruang angkasa harus dinikmati dan dimanfaatkan 

demi kepentingan. Melihat konsep Common Heritage of Mankind memang ada 

dan itu berlaku di area Ruang Angkasa, meskipun secara tidak terbatas, ia 

dibatasi tidak hanya oleh para aktor yang terikat olehnya yaitu secara eksklusif 

negara- negara pihak pada 1979 “Perjanjian yang mengatur kegiatan Negara-

negara di Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya” tetapi juga oleh objek dan 

isinya. Norma Hukum Internasional yang mengatur aktivitas di Kosmos 

(Ruang Angkasa) menjadi pusat perhatian setelah penjajahan pertama ruang 

diatas bumi oleh manusia. Sudah 50 tahun lebih sejak peluncuran pertama 
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manusia di ruang angkasa Yury Gagarin, pada tanggal 10 Otober 1967 mulai 

berlakulah perjanjian internasional tentang prinsip aktivitas negara-negara 

untuk penelitian dan pemanfaatan Ruang Angkasa termasuk Bulan dan Benda-

Benda Langit lainnya yang disingkat sebagai Perjanjian tentang Ruang 

Angkasa. perjanjian ini merupakan perjanjian antar negara yang berlaku 

universal yang sekarang sudah ditanda tangani oleh lebih 120 negara termasuk 

diantaranya negara adikuasa yakni Amerika Serikat dan Rusia. Didalam 

perjanjian ini terkandung prinsip-prinsip yang terutama seperti prinsip 

penggunaan kosmos/ruang angkasa secara damai dan hal menolak penguasaan 

suatu negara terhadap benda-benda dari ruang angkasa. 

Selama dua dekade lalu selama Konfrensi Ke-3 (tiga) Perserikatan 

Bangsa- Bangsa tentang Eksplorasi dan Penggunan secara damai Ruang 

Angkasa (UNISPACE III 1999) beberapa delegasi telah membuat statement 

dalam konteks aspek lingkungan dari teknologi ruang angkasa dan 

penggunaanya dalam mengurangi dampak bencana alam. Patricio Palacios 

Cevallos dari Ekuador berbicara dalam kapasitasnya sebagai Presiden 

GRULAC (negara-negara Amerika Latin dan Karibia) menyatakan bahawa 

“mengakui bahwa Ruang Angkasa adalah Warisan Bersama Umat Manusia, 

penting untuk melakukan kerjasama regional maupun internasional mengenai 

Luar Angkasa”.  Perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan 

negara dalam eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa termasuk Bulan dan 

Benda Langit lainnya (Treaty on the Principles Governing the Activities of 

State in the Exploration and Ue of Outer Space, Including the Moon and Other 

Celestial Bodies), lebih dikenal dengan Outer Space Treaty 1967 terbuka untuk 

ditandatangi negara-negara sejak 27 Januari 1967 dan diberlakukan sebagai 

Hukum Positif (entry into force) sejak 10 Oktober 1960. Konsep Common 

Heritage of Mankind berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai eksplorasi 

dan eksploitasi terhadap Bulan dan Benda-benda Langit lainnya karena mereka 

tidak tunduk pada hukum negara manapun. Sepanjang Outer Space Treaty 

dapat dilihat bahwa terdapat banyak tekanan dalam kepentingan bersama 

seluruh umat manusia, dalam pembukaannya sendiri ditegaskan sebanyak dua 
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kali; namun tidak ada bagian dari Luar Angkasa yang pernah dideklarasikan 

sebagai Common Heritage of Mankind didalam perjanjian. Sebagai tujuan 

eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumberdaya di Bulan atau Benda Angkasa 

lainnya menjadi lebih giat di tahun 1979 ditambahkan ke Outer Space Treaty, 

Perjanjian Bulan. Menerapkan konsep Common Heritage of Mankind ke Luar 

Agkasa, Bulan dan Benda-benda Langit lainya selalu dikaitkan dengan 

beberapa masalah. Tidak jelas makna konsep ini, Oposisi, ketidaksempurnaan 

dan ketidak efektifan perjanjian Bulan dan tidak adanya entitas internasional 

untuk mengelola tanpa batas ini adalah tantangan yang paling penting.  
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Diperlukan suatu satu pembentukan otorita atau organisasi internasional 

yang menaungi warisan bersama umat manusia untuk dasar laut dan ruang 

angkasa, beberapa hal diperlukan dalam pembentukan otorita warisan bersama 

umat manusia : 

1. Diakui perlunya ada badan otorita internasional untuk menaungi 

warisan bersama umat manusia pada dasar laut dan ruang angkasa 

2. Otorita ini akan membentuk sebuah badan khusus untuk warisan 

warisan bersama umat manusia pada dasar laut dan ruang angkasa, 

yang mana pada dasar laut telah dilakukan ada enterprise, sehingga 

bekerja sama melakukan eksploriasi dan eksploitasi pada dasar laut 

dan ruang angkasa 

3. Otorita akan memberikan izin kepada perusahaan dari suatu negara 

atau negara dengan membagi suatu daerah eksploitas di dasar laut 

maupun ruang angkasa menjadi dua secara sama atau serupa, yang 

mana diberikan pada otorita dan kepada perusahaan atau negara yang 

meminta izin 

4. Di bawah pengaturan dan pengawan otorita , perusahaan (investor 

negara maju) diharapkan akan mengalihkan tekhnologinya kepada 

otorita 

Adapun rancangan organ-organ yang akan menjalankan organisasi atau 

otorita yang menaungi warisan bersama umat manusia pada outer space dan 

seabed area, yang mana akan dibuatkan suatu carter untuk mengatur organ-

organ sebagai berikut : 

1. Majelis (Assembly) 

Majelis merupakan organ dari gabungan anggota pada pengelolaan 

outer space dan seabed area, dalam hal ini majelis terdiri dari semua 

anggota otorita. Setiap anggota mempunyai seseorang wakil di 

majelis, yang dapat didampingi oleh pengganti dan penasehat. Dalam 

carter nanti akan mengatur mengenai persidangan majelis yang akan 

diselengarakan pada tiap satu tahun sekali yang mana bersifat tetap 
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dan di dalam sidang-sidang khusus yang diputuskan oleh majelis atau 

diadakan oleh sekretaris jenderal atas permintaan dewan atau atas 

permintaan mayoritas anggota.  

2. Dewan (Council) 

Dewan merupakan badan eksekutif otorita, dimana dewan memiliki 

kekuasaan untuk menentukan dan kebijaksanaan umum yang 

ditetapkan majelis. Dewan dalam hal ini juga mempunyai kekuasaan 

untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus yang harus 

dijalankan oleh anggota mengenai setiap masalah. Dewan juga 

memiliki badan kelengkapan terdiri dari komisi perencanaan ekonomi 

(an economic planning commision) serta komisi hukum dan teknik 

(legal and technical commision), tujuan dibentuknya komisi ini dalam 

rangka untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dewan itu sendiri 

3. Sekretaris (Secretariat) 

Sekretaris otorita dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal (secretary 

general) dan dibantu oleh staf yang diperlukan. Sekretaris jenderal 

adalah kepala pejabat administrasi otorita dan bertindak dalam 

kapasitas itu dalam semua pertemuan majelis, dewan, dan badan 

tambahan manapun, serta melaksanakan fungsi-fungsi administrasi 

lainnya. Sekretaris sebagai sub-organ pelaksanaan otorita, baik ke 

dalam maupun ke luar, memiliki karakter internasional. Dengan 

adanya sifat internasional tersebut, sekretaris yang terdiri dari 

sekretaris jenderal dan stafnya tidak akan meminta atau menerima 

instruktur dari perintah manapun atau dari pihak lain manapun selain 

otorita. 

 4.   Perusahaan (Enterprise) 

Organ penunjang lainnya yaitu perusahaan. Enterprise adalah badan 

otorita yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di kawasan secara 

langsung, baik yang berhubungan dengan siste, eksploriasi dan 

eksploitasi yang ditetapkan , maupun yang berhubungan dengan 

pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang dihasilkan dari 
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kawasan. Perusahaan harus dilengkapi dengan dana secukupnya yang 

dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya yang mana harus menerima 

teknologi. Dalam seabed area telah diatur enterprise pada organ ISA 

yang mana pengaturannya dalam UNCLOS 1982 diatur dalam pasal 

170. Akan tetapi pada outerspace dimana enterprise belum ada 

pengaturan nya, sehinga perlu dibentuk nya suatu perusahaan 

(enterprise) untuk mengatur eksploriasi dan eksploitasi pada ruang 

angkasa, yang mana nanti nya perusahaan ini akan bergabung menjadi 

satu dalam satu organisasi internasional yang akan diatur lebih lanjut 

pada suatu perjanjian antar negara-negara atau carter.  

 

Penerapan prinsip Common Heritage of Mankind telah dilakukan pada 

space treaty, akan tetapi tidak spesifik membahas CHM, akibatnya negara-

negara dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan penafsirannya 

masing-masing. Pasca Uncopuos , terdapat perkembangan pengaturan pada 

Space Treaty 1967 dengan harapan akan dibentuk suatu keberlanjutan rezim 

hukum ruang angkasa internasional, tetapi pada prinsipnya belum juga 

menyebut, membahas atau mendalami perihal warisan bersama umat manusia, 

sehingga ada kekosongan pengaturan hukum internasional terhadap 

pengelolaan warisan bersama pada ruang angkasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

pembentukan suatu organisasi internasioanl (OI) antar pemerintah untuk 

mengatur warisan bersama umat manusia pada dasar laut dan ruang angkasa 

yang mengatur secara spesifik kegiatan penambangan di ruang angkasa, seperti 

definisi, penetapan standar teknologi, penetapan standar tindakan untuk 

melakukan pencegahan dan analisis dampak lingkungan, hak dan kewajiban 

negara, jangka waktu, sanksi dan ipelaksanaan  ieksplorasi  idan  ieksploitasi 

baik di dasar laut dan ruang angkasa. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan 

penelitian ini bahwa Warisan bersama umat manusia atau Common Heritage of 

Mankind (CHM) merupakan prinsip hukum dalam hukum internasional yang 

memberikan kerangka umum tanggung jawab universal untuk perlindungan hukum 

dan lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip ini menyatakan bahwa luar angkasa dan 

seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat manusia sehingga harus 

dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, serta menetapkan 

hubungan erat antara hukum ruang angkasa dan laut serta hukum-hukum yang 

mengatur wilayah di luar yurisdiksi nasional, seperti laut lepas, dasar laut dalam, 

bahkan. Terbentuknya hukum ruang angkasa awalnya ditandai dengan adanya 

UNCOPUOS (United Nations Committee of The Peaceful Usage of Outer Space). 

Dasar dari negara-negara melakukan aktivitas di ruang angkasa adalah Outer Space 

Treaty 1967 dimana menurut banyak ahli, banyak pasalpasal yang 

multitafsirAntartika. Common Heritage of Mankind merupakan prinsip hukum 

yang berlaku terhadap tiga wilayah yaitu: Ruang Angkasa dan Benda Langit lainnya 

(Outer Space and Moon Treaty), Kawasan Dasar Laut Internasional (Bab XI United 

Nation Convention On The Law Of the Sea dan Agreements 1994 UNCLOS), dan 

Benua Antartika (The Antartic Treaty). Dalam menerapkan prinsip Common 

Heritage of Mankind yang terdapat dalam Bab XI UNCLOS 1982 dilaksanakan 

berdasarkan Perjanjian Implementasi 1994 yang kemudian dibentuk Organisasi 

Internasional yang berwenang secara penu dalam mengatur dan mengelola sumber 

daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang mana Warisan 

Bersama Umat Manusia atas nama ia bertindak. Akan tetapi dalam space treaty 

belum ada organisasi yang menaungi warisan bersama umat manusia, sehingga 

diperlukannya pembentukan suatu organisasi untuk menjalankan fungsi dan 

perannya dalam melaksanakan Prinsip Common Heritage of Mankind terhadap 

Kawasan Dasar Laut dan Ruang angkasa. Dengan dibentuknya Otorita diaharapkan 

pengelolaan sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Ruang Angkasa 
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dapat memberikan keadilan bagi negara-negara berkembang yang belum mampu 

secara teknologi memenfaatkan Kawasan Dasar Laut dan Ruang Angkasa juga 

keuntungan dari pada pengelolaan sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut 

dan Ruang Angkasa, tidak hanya dinikmati oleh Negara-negara maju tetapi juga 

seluruh umat manusia berdasarkan prinsip Common Heritage of Mankind itu 

sendiri. 
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